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ABSTRACT 
DHIAN FADLHAN HIDAYAT (B 111 11 268), (STATUS GENDER THE 
CITIZENS INDONESIA hermaphrodite (ambiguous genitalia) UNDER THE 
DECISION COURT) guided by M.Yunus and Naswar Bohari. 
The purpose of this study was to determine the form of the legal 
protection of Indonesian citizens are hermaphrodite (ambiguous genitalia) 
and to know the basic consideration in the determination of state court judges 
Indonesian citizen hermaphrodite (ambiguous genitalia). 
This type of research uses normative research type which is based on 
the formulation of the problem and research objectives. The type of data that 
will be used in this research is secondary data obtained on the secondary law 
in the form of research, textbooks, scientific journals, newspapers 
(newspapers), and Internet news relevant to this study. 
Results of the study explained: 1.) The legal protection sex change for people 
with multiple sex based on Law Number 24 Year 2013 regarding Amendment 
to Law Number 23 Year 2006 concerning Population Administration, but is 
merely an administrative improvement. While the error committed by birth 
attendants in determining the sex of a baby who suffered double sex because 
they do not pay attention to Law No. 36 Year 2014 on Health Workers that 
Act No. 23 of 2002 on Child Protection could not run effectively. Then it will 
have an impact on social interaction and fulfillment of human rights of patients 
double sex; 2.) Makassar district court judge making a legal breakthrough in 
determining the status of female genital SW that had become men, where a 
breakthrough is done because there are no clear rules on sex change, 
consideration of Makassar district court judge is based on the perspective of 
Human Rights the provisions of Article 3 paragraph (2) of Law No. 39 of 1999 
on Human Rights, the physical condition according to the medical 
examination, as well as religious views held by SW namely Islam, more 
details on the Association Decision National Congress VIII of the Indonesian 
Ulema Council (MUI) , 
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ABSTRAK 
 
DHIAN FADLHAN HIDAYAT (B 111 11 268), (STATUS GENDER WARGA 
NEGARA INDONESIA YANG BERKELAMIN GANDA (ambiguous 
genitalia) BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI) dibimbing 
oleh M.Yunus dan Naswar Bohari. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan 
hukum Warga Negara Indonesia yang berkelamin ganda (ambiguous 
genitalia) serta untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim pengadilan 
negeri dalam penetapan Warga Negara Indonesia berkelamin ganda 
(ambiguous genitalia). 
Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif 
dimana berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Jenis data yang 
akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber 
pada bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal 
ilmiah, surat kabar (Koran), dan berita internet yang relevan dengan 
penelitian ini. 
Hasil penelitian menerangkan ;1.) Perlindungan hukum perubahan jenis 
kelamin bagi penderita kelamin ganda didasarkan pada Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan namun hanya bersifat 
perbaikan administratif. Sedangkan kesalahan yang dilakukan oleh penolong 
kelahiran dalam menetapkan jenis kelamin bayi yang menderita kelamin 
ganda karena tidak memperhatikan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 
tentang Tenaga Kesehatan sehingga Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak bisa tidak berjalan dengan efektif. Maka hal 
tersebut akan berdampak pada interaksi sosial dan pemenuhan hak asasi 
penderita kelamin ganda ; 2.) Hakim pengadilan negeri Makassar melakukan 
terobosan hukum dalam menetapkan status kelamin SW yang tadinya 
perempuan menjadi laki-laki, dimana terobosan ini dilakukan karena belum 
ada aturan yang jelas tentang perubahan jenis kelamin, pertimbangan hakim 
pengadilan negeri Makassar berdasar kepada perspektif Hak Asasi Manusia 
pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia, kondisi fisik sesuai dengan pemeriksaan medis, 
serta pandangan agama yang dianut oleh SW yaitu islam, lebih jelasnya 
pada Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VIII Majelis Ulama 
Indonesia (MUI). 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Hak Asasi Manusia mucul dari keyakinan manusia itu sendiri 
bahwasanya semua manusia selaku makhluk ciptaan Tuhan adalah sama 
dan sederajat. Manusia dilahirkan bebas dan memiliki martabat serta hak-hak 
yang sama. Atas dasar itulah manusia harus diperlakukan secara sama adil 
dan beradab. Hak Asasi Manusia atau dalam karya tulis ini disebut sebagai 
HAM bersifat universal, artinya berlaku untuk semua manusia tanpa mebeda-
bedakannya berdasarkan atas ras, agama, suku dan bangsa (etnis).1 
Dalam praktik bernegara, terlaksananya HAM secara baik dan 
bertanggung jawab sangat tergantung kepada political will, political 
commitment, dan political action2 dari penyelenggara Negara. Disinilah 
wacana Negara demokrasi mencuat, yakni Negara yang mengedepankan 
terjaminnya kelangsungan hidup rakyat dengan baik, maka dalam praktik 
kehidupan berdemokrasi dalam sebuah Negara, menjadi bagian yang tak 
terpisahkan dengan upaya-upaya penegakan hukum. 
 
                                                          
     1 Hak asasi manusia, Diakses di http://www.zonasiswa.com/2014/07/pengertian-hak-
asasi-manusia-ham.html, Pada Tanggal 05 juni 2015. 
     2 Political Will adalah keinginan politik, Political Commitmet adalah komitmen politik dan 
Political Action adalah Tindakan Politik 
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Berbicara tentang posisi HAM dalam konstitusi berarti berbicara tentang 
konsep dasar konstitusi itu sendiri. Konstitusi biasanya diartikan sebagai 
hukum dasar suatu Negara, undang-undang tertulis yang memiliki kedudukan 
tertinggi dalam susunan perundang-undangan Negara, dan karenanya 
menjadi sumber hukum dari peraturan-peraturan yang lebih rendah.3 
Khusus mengenai pengaturan HAM, dapat dilihat pada perubahan 
kedua UUD 1945 Tahun 2000. Perubahan dan kemajuan signifikan adalah 
dengan dicantumkannya persoalan HAM secara tegas dalam sebuah bab 
tersendiri, yakni Bab XA (Hak Asasi Manusia) dari mulai Pasal 28A sampai 
dengan 28J. Penegasan HAM kelihatan menjadi semakin eksplisit, 
sebagaimana ditegaskan pada pasal 28A yang mengatur bahwa setiap orang 
berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.4 
Masalah akan HAM tidak hanya ada dalam frame pelanggaran HAM 
berat yang dijelaskan dalam Pasal 5 Statuta Roma 1998, yaitu: kejahatan 
genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi. 
Namun, ada juga pelanggaran HAM ringan yang di dalam masyarakat awam 
banyak terjadi namun tidak disadari, misalnya penghinaan yang 
merendahkan martabat seseorang sebagai manusia, marginalisasi terhadap 
                                                          
     3 Carolina Sophia Martha, Panduan Bantuan Hukum DI Indonesia, (Jakarta : Yayasan 
Obor Indonesia, 2014), Hal. 350 
     4 Majda El-Muhtaj, M. Hum., Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia : Dari UUD 
1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002 Edisi Pertama, Cetakan ke-3 
(Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), Hal. 64-65. 
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manusia yang menyebabkan terhambatnya hak akan ekonomi, sosial, dan 
budaya yang menjadi hak manusia itu secara bersama5. 
Perkembangan dunia, baik itu teknologi, sains dan ilmu pengetahuan, 
maupun sosial sekarang ini banyak mempengaruhi pandangan masyarakat 
Indonesia dalam wawasan dunia. Arus perkembangan dunia yang tidak 
seimbang dengan pendidikan masyarakat Indonesia banyak berpengaruh 
pula dalam interaksi sosial masyarakat Indonesia itu sendiri. Hak asasi 
manusia yang tadinya merupakan pemberian Tuhan diterjemahkan lain oleh 
beberapa orang yang beranggapan bahwa mereka memiliki hak atas segala 
yang melekat kepada dirinya. 
Pandangan seperti ini mengarahkan manusia dalam menerjemahkan 
hak itu tidak lagi berlandaskan kepada pencipta, dan bahwasanya penciptaan 
manusia itu seperti pembuat jam, sehingga jikalau ada hal yang menurut 
manusia salah, atau tidak sesuai dengan keinginan dapat diperbaiki sesuka 
hati. 
Transgender adalah sebutan untuk seseorang yang telah melakukan 
usaha medis untuk merubah alat kelamin dari yang sebelumnya, Misalnya 
dari sebelumnya dia dilahirkan sebagai seorang laki-laki lalu melakukan 
operasi pergantian kelamin menjadi perempuan begitupun sebaliknya dengan 
alasan kejiwaan maupun perasaan. 
                                                          
        5 Muhammad Yasin, Herlambang Perdana, Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia Edisi 
2014, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), Hal 252. 
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Dalam ilmu kesehatan khususnya kedokteran, dikenal adanya 
kelainan genetika yang menyebabkan anak dilahirkan memiliki 2 alat kelamin 
atau kelamin ganda (ambiguous genitalia). Kelamin ganda atau ambiguous 
genitalia adalah suatu kejadian langka dimana alat kelamin bayi tidak jelas 
sebagai alat kelamin laki-laki atau perempuan. Penyebab dari kelainan yang 
menyebabkan terjadinya kelamin ganda atau ambiguous genitalia adalah 
karena terjadinya gangguan pertumbuhan alat kelamin ketika masih didalam 
rahim ibu. Pada bayi yang secara genetika berkelamin perempuan, ketika 
dalam pertumbuhannya mendapat banyak hormon laki laki sehingga 
pertumbuhan alat kelamin menjadi melenceng. Begitu pula dengan bayi yang 
secara genetika adalah laki laki, bila ketika sedang dalam masa pertumbuhan 
alat kelamin mendapat banyak hormon perempuan maka pertumbuhan alat 
kelamin laki lakinya menjadi tidak sempurna atau melenceng ke alat kelamin 
laki laki.6 
Kelainan ini menyebabkan terjadinya diskriminasi terhadap penderita 
kelamin ganda dalam lingkungan sosial, sehingga penderita merasa 
canggung untuk berinteraksi secara sosial, walaupun dalam tampilan fisik 
penderita tidak ada bedanya dengan manusia lain pada umumnya. Belum 
lagi untuk melaksanakan aktifitas-aktifitas yang bersinggungan dengan 
negara, contohnya persoalan administrasi yang membuat para penderita 
kelamin ganda ini begitu kesulitan dalam mengurus beberapa hal yang 
                                                          
     6 Ambiguous Genitalia (Kelamin ganda), diakses dari http://www.klinik-umiyah.com/?p=5 
90,  pada 07 Juni 2015. 
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berkaitan dengan administrasi seperti pengurusan KTP, IJAZAH, dan masih 
banyak hal lagi yang membuat hak para penderita kelamin ganda 
terpinggirkan di Indonesia yang menyematkan dirinya sebagai negara hukum 
sendiri. 
Penderita kelamin ganda melakukan upaya medis dalam hal ini adalah 
pergantian jenis kelamin. Pergantian jenis kelamin ini tentunya berdampak 
kepada penderita kelamin ganda baik itu secara sosial maupun secara 
hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan, hanya mengatur tentang perubahan status secara 
administrasi yang harus lebih dahulu melalui penetapan pengadilan negeri. 
Berdasarkan pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 
pengadilan dilarang atau tidak boleh menolak untuk memeriksa dan 
mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih hukum yang 
mengatur itu tidak ada atau kurang jelas, dalam hal apabila memang tidak 
ada atau kurang jelas hukumnya hakim atau pengadilan wajib untuk 
memeriksa dan mengadilinya. Caranya adalah berpedoman dengan 
ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 
Kekuasaan Kehakiman, yakni hakim sebagai penegak hukum dan keadilan 
wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam 
masyarakat. 
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Prinsip dalam mencari dan menemukan hukum, hakim dianggap 
mengetahui semua hukum atau Curia Novit Jus . prinsip ini ditegaskan dalam 
pasal 16 ayat (1) Undang-Undang  Nomor 4 Tahun 2004, dikatakan bahwa 
hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum. Oleh karena 
itu harus memberikan pelayanan kepada setiap pencari keadilan kepadanya. 
Apabila hakim dalam memberikan pelayanan menyelesaikan sengketa tidak 
menemukan hukum tertulis, hakim wajib menggali hukum tidak tertulis untuk 
memutus perkara berdasar hukum sebagai orang yang bijaksana dan 
bertanggung jawab pebuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, 
masyarakat, bangsa dan Negara.7 
Kasus tentang penderita kelamin ganda atau ambiguous genitalia 
pernah terjadi di beberapa daerah di Indonesia, kasus penderita kelamin 
ganda bermacam-macam jenisnya, seperti yang dirasakan oleh MPD, 23 
Tahun yang bertempat tinggal di semarang. Dia adalah mantan penderita 
kelamin ganda yang terlahir dengan nama SM. Ketika memasuki SMP, 
perubahan mulai terjadi pada dirinya. Kelaminnya yang berbentuk seperti 
perempuan tidak diikuti dengan perubahan fisik. sehingga MPD 
memeriksakan dirinya ke ahli kesehatan dan memberanikan dirinya untuk 
mengubah jenis kelaminnya menjadi laki-laki. Dalam pemeriksaan medis oleh 
tim FK Universitas Diponegoro dan RSUP dr. kariadi semarang diketahui 
                                                          
      7  R. Soepomo , Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, (Jakarta: Pradnya Paramita, 
1993), Hal. 83 
7 
 
bahwa SM memang laki-laki. Atas dasar itulah SM mengajukan permohonan 
perubahan jenis kelamin ke pengadilan negeri semarang.8 
Kasus serupa juga pernah terjadi di Makassar, dimana seorang 
perempuan mendaftarkan permohonan perubahan peralihan jenis kelamin 
yang telah dikabulkan dengan Nomor : 176/Pdt.P/2014/PN Makassar. 
Dimana pemohon yang awalnya adalah seorang perempuan setelah beranjak 
dewasa berubah menjadi laki-laki di ikuti dengan perkembangan fisik dan alat 
kelamin. 
Penderita kelamin ganda juga merupakan manusia yang sama 
kedudukannya di hadapan hukum. Disamping itu pula sebagai warga Negara 
yang terlindungi haknya sebagai manusia di Indonesia yang notabenenya 
adalah negara hukum. Dimana Indonesia mengakui hak asasi tiap manusia 
yang diberikan oleh sang pencipta terlepas dari dia dilahirkan sebagai 
manusia yang normal pada umumnya ataukah ada keistimewaan yang 
dititipkan kepadanya. Namun, banyak pula penderita kelamin ganda yang 
ingin hidup seperti layaknya manusia pada umumnya yang hanya terbagi 
menjadi perempuan dan laki-laki. 
Tidak adanya aturan hukum mengenai perubahan kelamin 
menyebabkan penderita kelamin ganda tidak dapat menggunakan haknya 
sebagai warga negara dengan sepenuhnya, diskriminasi terhadap penderita 
kelamin ganda juga tidak bisa terhindarkan, apalagi ketika penderita kelamin 
                                                          
     8 Siti maemunah lega kini dipanggil djoyo, diakses dari http://edisicetak.joglosemar 
.co/berita/siti-maemunah-lega-kini-dia-dipanggil-joyo-63839.html, Pada 07 juni 2015. 
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ganda ini disamakan dengan pelaku transgender. Penetapan yang dilakukan 
pihak rumah sakit yang tidak mengetahui kelainan yang diderita penderita 
kelamin ganda juga menjadi kendala penderita kedepannya dalam persoalan 
administrasi baik itu dalam hal pengurusan KTP, Ijazah, dan lainnya. 
Dengan berbagai permasalahan diatas telah mendorong penulis untuk 
melakukan penelitian yakni “Status Gender Warga Negara Indonesia Yang 
Berkelamin Ganda (ambiguous genitalia) Berdasarkan Putusan 
Pengadilan Negeri” 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum Warga Negara 
Indonesia yang berkelamin ganda (ambiguous genitalia)? 
2. Apa dasar pertimbangan hakim pengadilan negeri dalam 
menetapkan status gender Warga Negara Indonesia berkelamin 
ganda (ambiguous genitalia)? 
C. Tujuan Penulisan 
1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum Warga Negara 
Indonesia yang berkelamin ganda (ambiguous genitalia). 
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim pengadilan negeri 
dalam menetapkan status gender Warga Negara Indonesia 
berkelamin ganda (ambiguous genitalia). 
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D. Manfaat Penulisan 
Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah : 
1. Secara Teoretis 
Secara teoretis diharapkan penelitian ini dapat memberikan bentuk 
kepastian hukum oleh penderita ambiguous genitalia atau kelamin 
ganda serta adanya aturan mengenai perlindungan hukum penderita 
kelamin ganda sebelum keluarnya putusan pengadilan tentang 
pergantian kelamin 
2. Secara Praktis 
Secara praktis diharapkan tulisan ini memberikan harapan kepada 
penderita kelamin ganda untuk menjalankan hidupnya seperti 
manusia lainnya. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Hak Asasi Manusia 
1. Defenisi Hak Asasi Manusia 
Wacana HAM terus berkembang seiring dengan intensitas kesadaran 
manusia atas  hak dan kewajiban yang dimiliknya. Namun demikian, wacana 
HAM menjadi aktual karena sering dilecehkan dalam sejarah manusia sejak 
awal hingga kurun waktu kini. Gerakan dan deiseminasi HAM terus 
berlangsung bahkan dengan menembus batas-batas territorial negara. 9 
Secara etimologi, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi 
sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta 
menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan 
martabat. Adapun asasi berarti yang bersifat paling mendasar atau 
fundamental. Dengan demikian hak asasi berarti hak yang paling mendasar 
yang dimiliki oleh manusia sebagai fitrah, sehingag tak satupun mahluk dapat 
mengintervensinya apalagi mencabutnya. Misalnya hak hidup, yang mana tak 
satupun manusia ini memiliki kewenangan untuk mencabut kehidupan 
manusia lainnya.10 
                                                          
      9   Majda El Muhtaj, Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Soisla, dan Budaya, 
(Jakarta;Rajawali Pers,2009), hal 1. 
     10 Taufiqurrahman Syahuri, Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum,(Jakarta;2011) 
hal.281. 
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Menurut Jan Materson dari komisi HAM PBB sebagaimana dikutip 
Baharuddin Lopa menegaskan, bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak 
yang melekat pada manusia.11 
Todung Mulya Lubis menyebutkan ada empat teori HAM, yaitu 
pertama, hak-hak alami (natural rights), berpandangan bahwa HAM adalah 
hak yang dimiliki oleh seluruh manusia pada segala waktu dan tempat 
berdasarkan takdirnya sebagai manusia. Kedua, teori positivis (positivist 
theory), yang berpandangan bahwa karena hak harus tertuang dalam hukum 
yang riel, maka dipandang sebagai hak melalui adanya jaminan konstitusi. 
Ketiga, teori relativitas cultural (cultural relativist theory). Teori ini adalah 
salah satu bentuk antithesis dari teori hak-hak alami (natural right), teori ini 
berpandangan bahwa menganggap hak itu bersifat universal merupakan 
pelanggaran satu dimensi cultural terhadap dimensi kultural yang lain, atau 
disebut dengan imperialisme kultural. Keempat, doktrin Marxis (Marxist 
doctrine and human rights).Doktrin Marxis menolak teori hak-hak alami 
karena negara atau kolektivitas adalah sumber galian seluruh hak.12 
Mengingat pembentukan negara dalam sistem demokrasi dan negara 
hukum merupakan kehendak rakyat secara kolektif, maka pemerintah 
bersama seluruh elemen penyelenggara negara lainnya yang berwenang 
untuk bertindak atau mengambil kebijakan dalam menjalankan tugas dan 
fungsi negara.  
                                                          
     11 Baharuddin Lopa, Al-Qur’an dan hak-hak asasi manusia, (Yogyakarta: Dana Bakti 
Prima Yasa, 1996), hal. 52 
     12 Ibid, hal 5-6. 
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Salah satu tanggungjawab negara yang harus dilakukan oleh 
penyelanggara negara kepada rakyat atau warga negaranya adalah 
penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM. Hal tersebut 
diamanatkan sendiri oleh UUD 1945 khususnya pada pasal 28(i) ayat 4 hasil 
amandemen ke-2 yaitu: 
Perlindungan, pemajuan, pengakuan dan pemenuhan hak asasi 
manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. 
 
Indonesia merupakan negara yang berkonsep sebagai negara hukum secara 
tidak langusng mengakui hak asasi manusia itu sendiri, seperti yang 
dijelaskan dalam teori tentang negara hukum diatas. Sesuai pula dengan 
perkembangan konstitusi negara Indonesia yang mengakui tentang hak asasi 
manusia dan membahas hak-hak tersebut didalam UUD 1945. 
Di dalam undang-undang dasar 1945 sekalipun juga, hak asasi 
manusia diatur dalam pembukaan dan batang tubuh. Pada pembukaan ada 
disebutkan tentang hak kemerdekaan. Sedangkan pada batang tubuh diatur 
dalam Bab X tentang Hak Asasi Manusia. Dengan lahir dan hadirnya 
beberapa aturan yang menjadi payung hukum bagi hak asasi manusia ini 
cukup memperlihatkan usaha-usaha Indonesia untuk menjaga dan 
melindungi hak asasi manusia oleh negara. 
Penegakan Hak Asasi Manusia ini tentunya menjadi hal yang tidak 
kalah pentingnya dalam penyeenggaraan negara Indonesia. Oleh karena itu, 
selain dimuat dala UUD 1945 dan dijabarkan melalui Undang-Undang No. 39 
Tahun 1999, juga dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 
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(KOMNASHAM). Keseriusan pemerintah meneggakan HAM ini juga dapat 
diperhatikan dengan adanya Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang 
Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan HAM ini merupakan pengadilan 
khusu yang berada di lingkup pengadilan umum. 
Dalam penyelenggaraan pemerintahan pada dasarnya berorientasi 
pada tiga elemen utama yakni, pemerintahan atau negara (state), sector 
swasta (private sector), dan masyarakat (society) serta ditambah lagi 
interaksi diantara ketiga tersebut. Ketiga elemen tersebut diatas masing-
masing memilikinya fungsinya sendiri yang tidak dapat dipisahkan satu sama 
lain dan mempunyai hubungan yang saling bersinergi. Fungsi dari masing-
masing elemen tersebut antara lain: negara berfungsi menciptakan 
lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta berfungsi 
menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan dan masyarakat 
ikut berperan positif dalam interaksi sosialnya, baik dibidang, sosial, ekonomi 
dan politik13 
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka bahwa asas umum tata 
kelola pemerintahan yang baik adalah tuntutan moral, dimana di Indonesia 
menjadi norma hukum bagi penyenggaraan negara yakni pada UU NO 28 
Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara  untuk menggunakan segala 
                                                          
     13 Sedarmayanti ,Good Governance, (Pemerintahan yang Baik) Dalam Rangka Otonomi 
Daerah, Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Rekonstruksi dan 
Pemberdayaan, (Bandung: Mandar Maju, 2003). 
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kewenangan dalam menjalankan tugas demi terwujudnya esensi dari negara 
hukum itu sendiri. 
2. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia 
Salah satu unsur Negara adalah rakyat, yakni manusia yang diami 
teritotial Negara tersebut. Mereka dianggap sebagai satu kesatuan. Negara 
hanya memiliki satu territorial saja, begitu juga Negara hanya memiliki satu 
rakyat, dan kesatuan territorial adalah kesatuan hukum. Kesatuan ini 
dibentuk oleh kesatuan tatanan hukum yang berlaku bagi para individu yang 
dianggap sebagai rakyat dari Negara tersebut. Rakyat Negara adalah para 
individu yang perbuatannya diatur oleh tatanan hukum nasional, yakni bidang 
validitas personal seperti bidang validitas territorial dari tatanan hukum 
nasional itu terbatas, begitu pula bidang validitas personalnya. Seseorang 
termasuk rakyat dari suatu Negara tertentu jika dia termasuk dalam bidang 
validitas personal dari tatanan hukumnya.14 
Kewarganegaraan atau kebangsaan adalah suatu sistem peribadi 
yang perolehan dan pelepasannya diatur oleh hukum nasional dan hukum 
internasional. Tatanan hukum nasional menjadikan kewarganegaraan ini 
sebagi kondisi dari hak dan kewajiban tertentu.15 
 
                                                          
     14 Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Diterjemahkan dari buku Hans 
Kelsen : General theory of law and state, penerjemah Raisul Muttaqien, (Bandung:Penerbit 
Nusa Media, Mei 2014), hal. 330-331. 
     15 ibid. 
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 Dalam UUD 1945 setelah amandemen, hak dan keajiban warga 
Negara ialah sebagai berikut : 
a. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan 
Pasal 27 ayat (1) menyatakan segala warga Negara bersamaan 
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib 
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 
Pasal ini menujukkan disamping adanya keseimbangan antara hak 
dan keajiban, juga tidak ada diskriminasi antar warga Negara di dalam 
hukum 
b. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak 
Pasal 27 ayat (2) tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan 
penghidupan yang layak. Pasal ini memancarkan asas keadilan sosial 
dalam rangka upaya mempertahankan hidup (hak untuk hidup) 
c. Hak dan Kewajiban bela Negara 
Pasal 27 ayat (3). Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta 
dalam upaya pembelaan Negara. 
d. Hak Kebebasan/kemerdekaan berserikat dan berkumpul 
Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan 
pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana ditetapkan dengan 
undang-undang. Pasal ini menetapkan hak warga Negara dan 
penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran 
dengan lisan dan tulisan dan sebagaimanan yang diatur dalam 
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undang-undang. Hal ini mencerminkan asas demokratis yang dapat 
dikembalikan kepada hak asasi dasar kebebasan, yang pada 
gilirannya dapat melahirkan hak asasi politik (political rights) 
e. Hak dan kewajiban ikut serta upaya hankam 
pasal 30 menjelaskan 
1) Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha 
pertahanan dan keamanan Negara 
2) Usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui 
sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh tentara 
nasional Indonesia dan kepolisian Negara RI, sebagai kekuatan 
utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung 
3) Syarat-syarat keikutsertaan warga Negara dalam usaha 
pertahanan dan keamanan Negara diatur dengan undang-undang 
f. Hak warga Negara mendapatkan pengajaran 
Pasal 31 ayat (1) Tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan 
pengajaran. Pasal ini menunjukkan bahwa hak pengajaran dan 
pendidikan merupakan pengembangan dari hak asasi sosial dan 
budaya  
g. Hak warga Negara mendapatkan kesejahteraan 
Hak-hak ini perwujudannya tertuang di dalam pasal 33 dan 34 UUD 
NRI tahun 1945, atas dasar pasal tersebut setiap warga Negara 
diharapkan bisa menikmati kesejahteraan dan kemakmuran melalui 
sistem ekonomi yang diarahkan oleh Negara. Sekiranya rakyat 
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menjadi miskin, Negara harus menanggung bebannya. Sesuai 
amanah pasal 34 fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh 
Negara 
Pasal 33 mengamanahkan bahwa: 
1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas 
kekeluargaan 
2) cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang hajat 
hidup orang banyak dikuasai oleh Negara 
3) bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 
dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
     16 Tim Pengajar FH-UMI Makassar, Buku Ajar Hukum & Kewarganegaraan, (Makassar : 
Pt Umitoha Ukhuwah Grafika 2010),Hal.8-10. 
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B. Tinjauan Umum Jenis Kelamin 
1. Pengertian Jenis Kelamin 
Jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis 
kelamin manusia yang ditentukan secara bilogis yang melekat pada jenis 
kelamin tertentu. Misalnya, manusia jenis laki-laki adalah manusia yang 
memiliki atau bersifat seperti berikut ini : laki-laki adalah manusia yang 
memiliki penis, memiliki jakal (kala menjing) dan memproduksi sperma. 
Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran 
untuk melahirkan, memproduksi telur, memilikii vagina, dan mempunyai alat 
menyusui. Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada manusia jenis 
perempuan dan laki-laki selamanya. Artinya, secara biologis alat-alat tersebut 
tidak bisa dipertukarkan antara alat biologis yang melekat pada laki-laki dan 
perempuan. Secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan 
biologis atau sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau kodrat.17 
Jenis kelamin (seks) adalah perbedaan antara perempuan dengan 
laki-laki secara biologis sejak seseorang lahir. Seks berkaitan dengan tubuh 
laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki memproduksikan sperma, 
sementara perempuan menghasilkan sel telur dan secara biologis mampu 
untuk menstruasi, hamil dan menyusui. Perbedaan biologis dan fungsi 
biologis laki-laki dan perempuan tidak dapat dipertukarkan diantara 
                                                          
     17 Mansour Fakih, Analisis Gender & Transformasi Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2013), Hal 7-8. 
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keduanya, dan fungsinya tetap dengan laki-laki dan perempuan pada segala 
ras yang ada di muka bumi.18 
Jenis kelamin merupakan ketetapan atau kodrat yang telah diberikan 
oleh Tuhan kepada manusia yang sesuai dengan fungsinya masing-masing. 
Dalam konsep islam ketetapan ini tidak dapat diubah dengan begitu saja, 
tanpa dilandasi oleh alasan-alasan yang dibolehkan menurut pandangan 
para ulama dan al-quran. 
2. Pengertian Gender 
Gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun 
perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun cultural. Misalnya bahwa 
perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. 
Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa. Cirri dari sifat itu 
sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki 
yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara ada juga perempuan 
yang kuat, rasional, perkasa.19 
Hilary M. Lips mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya 
terhadap laki-laki dan perempuan (cultural expectations for women and men). 
Sedangkan Linda L. Lindsey menganggap bahwa semua ketetapan 
masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-laki dan perempuan 
adalah termasuk bidang kajian gender  (What a given society defines as 
                                                          
     18  Diakses melalui http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail-45470-Makalah-
Gender%20Dan%20Kajian%20Tentang%20Perempuan.html pada 1 Oktober 2015. 
      19    Op-Cit, Hal 8-9.  
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masculine or feminim is a component of gender). H. T. Wilson mengartikan 
gender sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-
laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai 
akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan. Elaine Showalter 
menyebutkan bahwa gender lebih dari sekedar pembedaan laki-laki dan 
perempuan dilihat dari konstruksi sosial-budaya 20 
Gender lebih spesifik terhadap sifat atau perilaku manusia dalam 
menjalani interaksi sosial. Sifat dalam pengertian gender tersebut diatas lebih 
mengarah kepada pengaruh lingkungan tempat manusia itu berada. Misalkan 
seorang manusia laki-laki yang dalam lingkungannya lebih mengenal tingkah 
laku seorang perempuan dibandingkan dengan laki-laki, maka sifat yang 
tumbuh didalam dirinya adalah sifat keperempuanan. Maka dari itu gender 
dapat dikatakan merupakan konstruksi lingkungan sosial sehingga gender 
bukan merupakan kodrat yang diberikan oleh Tuhan.21 
 
 
 
 
 
 
                                                          
    20 Diakses melalui http://www.gudangpengertian.net/2014/11/pengertian-gender-dari-
beberapa-ahli.html. pada 2 Oktober 2015. 
     21 Ibid. 
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3. Kelamin Ganda (ambiguous genitalia) 
a. Pengertian Kelamin Ganda (ambiguous genitalia) 
Kelamin ganda atau ambiguous genitalia adalah suatu kejadian langka 
dimana alat kelamin bayi tidak jelas sebagai alat kelamin laki-laki atau 
perempuan. Pada penderita kelamin ganda, alat kelamin tidak tumbuh 
sempurna atau penderita tersebut mempunyai dua buah alat kelamin, yaitu 
alat kelamin laki-laki dan perempuan. Pada penderita kelamin ganda, alat 
kelamin yang ada diluar tubuh mungkin tidak sama dengan jenis alat kelamin 
yang ada di dalam tubuh. Misalnya, meskipun diluar seperti alat kelamin 
perempuan, namun tubuh bagian dalam tidak punya rahim atau indung telur.  
Kelainan ini dikenal juga dalam istilah ilmiah yang lain sebagai 
interseksual, istilah yang mengacu pada pengertian bahwa jenis kelamin 
terbagi menjadi dua kutub, laki-laki atau perempuan, jadi bentuk kelamin 
yang meragukan berada diantara dua kutub tersebut. Namun pada 
perkembangannya, saat ini para ahli endokrinologi22 lebih sering 
menggunakan istilah Disorders of Sexual Development (DSD).23 
Penyebab dari ambiguous genitalia adalah karena terjadinya 
gangguan pertumbuhan alat kelamin ketika masih didalam rahim ibu. Pada 
bayi yang secara genetika berkelamin perempuan, ketika dalam 
                                                          
        22  Endokrinologi adalah spesialisasi ilmu kedokteran yang berkonsetrasi pada 
diagnose, penanganan dan pencegahan dari penyakit, gangguan dan kondisi yang 
disebabkan oleh disfungsi hormone sebagai akibat dari disfungsi sel-sel sekresi di dalam 
system endokrin. 
      23 Bambang Widhiatmoko dkk, Legalitas Perubahan Jenis Kelamin Pada Penderita 
Ambiguous Genitalia Di Indonesia, (Jurnal kedikteran forensic Indonesia vol 15 No. 1 : 
2013),hal.13. 
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pertumbuhannya mendapat banyak hormon laki laki sehingga pertumbuhan 
alat kelamin menjadi melenceng. Begitu pula dengan bayi yang secara 
genetika adalah laki laki, bila ketika sedang dalam masa pertumbuhan alat 
kelamin mendapat banyak hormon perempuan maka pertumbuhan alat 
kelamin laki lakinya menjadi tidak sempurna atau melenceng ke alat kelamin 
laki laki.24 
b. Ciri-Ciri penderita Kelamin Ganda (ambiguous genitalia) 
 Tim ahli anak dari Royal Childrens Hospital Australia Professor Garry 
Warne, AM menjelaskan Istilah kelamin ganda sering rancu dikalangan 
masyarakat medis maupun umum. Masyarakat umum sering berpendapat 
sama dengan banci atau sama dengan laki-laki yang seperti perempuan. 
Dalam dunia medis kelamin ganda sebenarnya disebut dengan ambiguous 
genitalia yang artinya alat kelamin meragukan, namun belakangan ini para 
ahli endokrin menggunakan istilah Disorders of Sexual Development (DSD). 
Ujarnya 
Professor Garry lebih jauh menerangkan bahwa pada DSD tidak 
membahas transexual atau transgender yaitu individu dengan gangguan 
psikologis laki-laki yang seperti wanita atau wanita seperti laki-laki dengan 
tanpa disertai kelainan fisik/ alat kelamin (genital). Transeksual inilah yang 
dimasyarakat sering dianggap banci atau homoseks.  Pembahasan pada 
                                                          
     24 Ambiguous Genitalia (Kelamin ganda), diakses dari http://www.klinik-umiyah.com/?p=5 
90,  pada 07 Juni 2015. 
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kelamin ganda adalah penderita interseksual yaitu suatu kelainan di mana 
penderita memiliki ciri-ciri genetik, anatomik dan atau fisiologik meragukan 
antara pria dan wanita. Gejala klinik interseksual sangat bervariasi, mulai dari 
tampilan sebagai wanita normal sampai pria normal, kasus yang terbanyak 
berupa alat kelamin luar yang meragukan. Kelompok penderita ini adalah 
benar-benar sakit secara fisik (genitalnya) yang berpengaruh ke kondisi 
psikologisnya.  Penderita interseks sering disertai dengan hipospadia, yaitu 
kelainan yang terjadi pada saluran kencing bagian bawah didaerah penis. 
Saluran kencingpada hipospadia terlalu pendek sehingga muaranya tidak 
mencapai ujung penis melainkan bocor dibagian tengah batang penis atau 
diantara kedua kantong buah zakar (scrotum). Pada keadaan berat, lubang 
lebar terletak di daerah perineal menyebabkan skrotum terbelah dan 
memberikan gambaran seperti lubang vagina terutama pada bayi baru lahir. 
Apabila kelainan ini disertai tidak turunnya testis ke dalam skrotum, maka 
dapat menimbulkan kesulitan dalam menentukan jenis kelamin bayi. 25 
Bayi baru lahir, patut dicurigai menderita kelainan ambiguous genitalia 
bila ditemukan memiliki bentuk alat kelamin luar berbeda dari normal. 
Manifestasi atau bentuk alat kelamin luar bayi berkemungkinan ambiguous 
genitalia antara lain: 26 
                                                          
      25 FK UNDIP GELAR SEMINAR KELAMIN GANDA SAMBUT DIES NATALIS KE 54 
diakses pada http://www.undip.ac.id/index.php?option=com_content&vie w=article&id=1859:f 
k-undip-gelar-seminar-kelamin-ganda-sambut-dies-natalis-ke-54&catid=78:latest-news, pada 
11 Juni 2015. 
       26 Bambang Widhiatmoko dkk, Op,Cit hlm17 
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1. Tampak sebagai laki-laki 
a. Testes tidak teraba pada bayi aterm 
b. Hipospadi disertai kantung skrotum terbelah 
c. Kriptorkidisme dengan hipospadi 
2. Meragukan/indeterminate 
a. Ambiguous genitalia 
3. Tampak sebagai perempuan 
 a. Hipertropi klirotis dalan berbagai derajat 
 b. Vulva dangkal hanya dengan satu lobang 
 c. Hernia inguinalis yang berisi gonad 
Bila ditemukan bayi dengan bentuk alat kelamin luar seperti tersebut diatas, 
pembantu kelahiran27 harus segera memberi pengertian kepada keluarga 
bahwa diperlukan beberapa macam pemeriksaan untuk memastikan jenis 
kelamin bayi yang sebenarnya, dan semetara untuk sementara tidak 
memberikan identitas pada bayi. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan 
radiologi (USG/scanning), biokimia, dan genetika. Pemeriksaan radiologi 
diperlukan untuk melihat anatomis alat kelamin dalam. Pemeriksaan biokimia 
untuk melihat kadar 17-OH progesterone, LH, foliclestimulating hormone 
(FSH), hCG, 11 deoksicortisol dan deoksikorticosterone, 21 hydrosilase dan 
11 hidrosilase, 5a reduktase, dan lain-lain. Pemeriksaan genetikan untuk 
                                                          
      27 Pembantu kelahiran adalah orang yang membantu pada saat proses kelahiran, baik itu 
dokter, bidan, perawat maupun dukun beranak. 
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memastikan bahwa karyotipe bayi/anak adalah XY atau XX atau mungkin 
yang lain (XO,XXY atau lainnya)28 
c. Pandangan Islam Terhadap Penderita Kelamin Ganda (ambiguous 
genitalia) 
Dalam kajian agama islam pun dikenal adanya fenomena kelamin 
ganda (ambiguous genitalia) atau dalam istilah agama islam disebut sebagai 
khuntsa. Khuntsa adalah orang yang mempunyai dua alat kelamin, satu 
kelamin laki-laki dan satu kelamin perempuan atau hanya mempunyai satu 
lobang yang tidak menyerupai alat kelamin laki-laki maupun kelamin 
perempuan.29 
Khuntsa adalah istilah yang digunakan oleh para fuqaha' untuk 
menyebut orang yang mempunyai alat kelamin ganda, yang dalam bahasa 
Inggris disebut hermaphrodite, bisexual, androgyne, gynandromorph dan 
intersex (al-Ba'albakki, al-Maurid, bab Khuntsa). Dalam Mu'jam Lughat al-
Fuqaha', karya Prof. Dr. Rawwas Qal'ah Jie, disebutkan bahwa Khuntsa 
adalah al-ladzi lahu alat ad-dzakari wa alat al-untsa (orang yang mempunyai 
kelamin pria dan wanita) (Qal'ah Jie, Mu'jam Lughat al-Fuqaha', h. 179).30 
                                                          
     28  Bambang Widhiatmoko, Op.Cit, hal 17-18. 
     29 Khuntsa dalam tinjauan fikih, diakses dari http://www.fikihkontemporer.com/ 
2013/04/khuntsa-waria-dalam-tinjauan-fiqih.html, pada 26 Juli 2015. 
          30 Pandangan Islam untuk gay, khuntsa dan waria, diakses dari 
http://mediaumat.com/siyasah-syariyyah/2225-45-pandangan-islam-untuk-gay-waria-dan-
khunsa.html, pada 26 Juli 2015. 
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Karena itu, khuntsa ini merupakan qadha' (ketetapan) yang diberikan 
oleh Allah yang tidak bisa dipilih oleh manusia. Kondisi ini berbeda dengan 
waria. Umumnya waria adalah kaum pria yang menyerupai wanita, baik 
dalam hal tutur kata, pakaian, gaya berjalan hingga penampilan fisik. Di 
antara mereka, bahkan ada yang telah melakukan operasi plastik untuk men-
dapatkan wajah yang mirip dengan perempuan; buah dada yang besar 
sebagaimana lazimnya perempuan; pinggul yang aduhai hingga operasi ganti 
kelamin. Kelamin mereka yang asalnya laki-laki dipotong, kemudian diganti 
menjadi perempuan. 
d. Perbedaan Kelamin Ganda (ambiguous genitalia) dengan    
transgender 
 
 Ambiguous genitalia atau sex ambiguity adalah suatu kelainan dimana 
penderita memiliki cirri-ciri genetik, anatomik dan atau fisiologik meragukan 
antara laki-laki dan perempuan. Ambiguos gentitalian atau intersex tidak 
sama dengan transsexual atau transgender (banci). Transexual merupakan 
suatu kelainan psikologis, bentuk alat kelamin pada penderita transsexual 
sangat jelas, laki-laki dan perempuan, tetapi perasaan yang dimiliki tidak 
sesuai/berlawanan dengan jenis kelaminnya itu sehingga bersikap dan 
bertingkah laku menurut perasaannya, bahkan beberapa diantaranya 
berupaya untuk merubah bentuk anatominya (ganti kelamin) agar sesuai 
dengan perasaan dan keinginannya.31 
                                                          
     31 Ibid. 
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 Transgender merupakan kelainan psikologis pada penderita dimana 
penderita merasakan benturan antara perasaan dan kenyataan tubuhnya, 
penderita transgender merasakan tekanan batin yang cukup kuat sehingga 
beranggapan bahwa dirinya tidak diciptakan pada tubuh yang tepat, misalkan 
penderita laki-laki beranggapan bahwa tubuhnya adalah seorang laki-laki 
namun jiwa yang berada didalam tubuhnya adalah seorang perempuan 
sehingga tingkah laku yang dia contohkan setiap hari lebih ke arah tingkah 
laku perempuan pada umumnya, begitupun sebaliknya yang terjadi terhadap 
perempuan.  
 Ada dua faktor yang menyebabkan seseorang menjadi pelaku 
transgender, yaitu:32 
1. Faktor bawaan 
Yang dimaksud dengan faktor bawaan dalam pembentukan 
transgender ini adalah adanya peran genetik berupa susunan kromosom, 
ketidakseimbangan hormon, struktur otak, serta peluang terjadinya kelainan 
pada syaraf otak. Susunan kromosom XXY misalnya, berpotensi menjadikan 
seseorang untuk memiliki kedua hormon testosteron dan estrogen. 
                                                          
      32 Pengertian transgender, diakses dari http://www.duniaberbicara.com/informasi-umum 
/sebenarnya-apa-sih-pengertian-transgender-itu.html, pada tanggal 11 Juni 2015. 
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Dalam perkembangannya, kadar hormon dominan itulah yang akan 
menuntun seseorang untuk menjadi transgender atau tetap bertahan sesuai 
dengan bentuk biologis tubuh yang dimiliki. 
2. Faktor lingkungan 
Selain memiliki faktor genetis, faktor lingkungan juga dipercaya 
memberikan kontribusi paling besar pada sifat yang berkembang pada diri 
seorang laki-laki maupun perempuan. Sebagai contoh, adanya pengalaman 
trauma seksual pada masa anak-anak bisa memicu seseorang untuk menjadi 
transgender. 
Selain itu, seringnya bergaul dengan lingkungan yang diliputi satu jenis 
gender saja juga berpotensi menjadikan orang tersebut hanya memiliki satu 
wacana gender. Keadaan inilah yang bisa jadi mendorongnya untuk menjadi 
transgender lantaran merasa akrab dan dekat dengan dunia yang selama ini 
dikenalnya. 
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C. Kewenangan Peradilan Negeri Menetapkan Status Gender Warga 
Negara Indonesia Berkelamin Ganda. 
 
 
Walaupun tidak ada aturan yang jelas mengenai kelamin ganda 
(ambiguous genitalia), Baik itu mengenai status hukum penderita, maupun 
kejelasan mengenai apa yang mereka harus lakukan. Namun, beberapa 
diantara penderita memberanikan diri untuk mengajukan permohonan 
pergantian jenis kelamin ke pengadilan negeri setempat, dan beberapa telah 
disetujui permohonannya oleh hakim yang menangani permohonan. Salah 
satu contohnya yang terjadi pada pengadilan negeri Makassar, dimana 
seorang penderita kelamin ganda yang mengajukan permohonan peralihan 
jenis kelamin dikabulkan permohonannya dengan penetapan Nomor: 
176/Pdt.P/2014/PN Makassar Dengan beberapa pertimbangan hakim, salah 
satunya melihat dari keterangan ahli khusus mengenai alat kelamin. 
 
1. Pengadilan Negeri 
Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan 
sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. 
Bentuk dari sistem Peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan adalah 
sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara 
yang berlaku di Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian 
keadilan baik dalam perkara sipil, buruh, administratif maupun kriminal. 
Setiap orang memiliki hak yang sama untuk membawa perkaranya ke 
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Pengadilan baik untuk menyelesaikan perselisihan maupun untuk meminta 
perlindungan di pengadilan bagi pihak yang di tuduh melakukan kejahatan.33 
 Pengadilan negeri atau pengadilan tingkat pertama adalah lembaga 
peradilan yang berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota. Pengadilan 
negeri memiliki fungsi untuk melakukan pemeriksaan, memutuskan dan juga 
menyelesaikan suatu perkara perdata maupun pidana untuk rakyat. 
Pengadilan negeri adalah pengadilan yang melakukan pemeriksaan dan 
memutuskan perkara baik pidana maupun perdata sipil untuk seluruh warga 
Negara dan orang asing.34 
Berdasarkan pasal 16 ayat (1) pengadilan dilarang atau tidak boleh 
menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan 
kepadanya dengan dalih hukum yang mengatur itu tidak ada atau kurang 
jelas, dalam hal apabila memang tidak ada atau kurang jelas hukumnya 
hakim atau pengadilan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Caranya 
adalah berpedoman dengan ketentuan pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 
2004, yakni hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, 
mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. 
Prinsip dalam mencari dan menemukan hukum, hakim dianggap 
mengetahui semua hukum atau Curia Novit Jus . prinsip ini ditegaskan dalam 
pasal 16 ayat (1) Undang-Undang  Nomor 4 Tahun 2004, dikatakan bahwa 
                                                          
     33 Pengertian peradilan diakses dari http://pn-yogyakota.go.id/pnyk/info-peradilan/ 
pengertian-peradilan.html, pada tanggal 22 Juni 2015. 
     34 Pengertian pengadilan tingkta pertama diakses melalui http://www.pengertianmenu 
rutparaahl i.com/pengertian-pengadilan-tingkat-pertama/ pada 22 Juni 2015. 
31 
 
hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum. Oleh karena 
itu harus memberikan pelayanan kepada setiap pencari keadilan kepadanya. 
Apabila hakim dalam memberikan pelayanan menyelesaikan sengketa tidak 
menemukan hukum tertulis, hakim wajib menggali hukum tidak tertulis untuk 
memutus perkara berdasar hukum sebagai orang yang bijaksana dan 
bertanggung jawab pebuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, 
masyarakat, bangsa dan Negara.35 
 Berdasarkan defenisi tentang pengadilan negeri tersebut diatas maka 
kita dapat menarik kesimpulan bahwa tugas dan fungsi sebuah pengadilan 
negeri adalah untuk memberikan fasilitas hukum dan pengaduan masyarakat 
yang ingin memperoleh kepastian hukum itu sendiri, dimana lembaga 
peradilan hadir sebagai upaya Negara untuk mewujudkan tujuan hukum itu 
sendiri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
35 R. Soepomo, 1993, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Jakarta: Pradnya Paramita, 
hal. 83. 
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 2. Perubahan Status Identitas 
 Identitas seseorang/anak merupakan sesuatu yang sangat penting 
dan akan selalu digunakan dalam segala aspek kehidupan, sehingga oleh 
pemerintah dibuatkan aturan khusus yang tercantum dalam Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.36 
 Pasal 5 
 Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan 
status kewarganegaraan 
 Pasal 27 
(1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak lahir 
(2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan 
dalam akta kelahiran 
(3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan 
dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran 
(4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan 
orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta 
kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang 
yang menemukannya 
Dan juga dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan.37 
Pasal 27 
(1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada 
instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling 
lambta 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran 
                                                          
     36 Bambang Widhiatmoko dkk, Op,Cit. hal 19. 
     37 Bambang Widhiatmoko dkk,Ibid. Hal 19. 
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(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran 
dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. 
 Identitas diri yang merupakan ciri khas seorang manusia yang bisa 
membedakannya dengan manusia lain tidak dapat dipisahkan dari jenis 
kelamin. Dimana jenis kelamin merupakan salah satu unsure untuk 
menentukan sebuah identitas yang akan diberikan kepada manusia yang 
baru lahir. 
 Penetapan jenis kelamin juga memiliki dampak hukum, dimana dirinya 
tercatat dalam administrasi kependudukan dengan identitas yang telah 
ditentukan sebelumnya melalui prosedur hukum yang berlaku. Untuk setiap 
bayi yang lahir dan telah dilaporkan secara resmi akan diterbitkan 
sertifikat/akta kelahiran, sebagaimana diatur dalam pasal 5 dan pasal 27 
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan pasal 
27 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi 
kependudukan. 
 Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, tidak diperbolehkan 
untuk mengubah identitas tanpa hak yang diberikan oleh negara. Sesuai 
dengan pasal 77 undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi 
negara, dimana data yang telah tercatat secara resmi tentang identitas dan 
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jenis kelamin untuk bayi tersebut yang tertuang dalam akta kelahiran telah 
memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat kepada yang bersangkutan.38 
 Dengan adanya aturan mengenai administrasi kependudukan, tentang 
identitas untuk seseorang/bayi, maka dengan itu pula masyarakat terikat 
kepada aturan tersebut dan memiliki sanksi jikalau kedepan ada masyarakat 
yang tidak mematuhi aturan yang dibuat oleh pemangku kebijakan. 
 Untuk perubahan jenis kelamin masih belum ditemukan aturan yang 
mengatur pergantian jenis kelamin tersebut. Karena produk hukum hari ini 
hanya mengatur tentang cara perubahan identitas dimana bias kita tafsirkan 
perubahan identitas ini tidak berhubungan dengan jenis kelamin, antara lain 
perubahan nama, atau kediaman. Namun, mengenai perubahan jenis 
kelamin masih berpatok kepada penafsiran hakim saja. 
 
 
 
 
 
 
                                                          
38 Bambang Widhiatmoko dkk, Op,Cit 
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3. Penafsiran Hakim 
a. Defenisi Putusan 
 Putusan (Bld: vonnis, vonnis een uitspreken Eng: verdict, decision, Lat: 
veredictum) adalah kesimpulan atau ketetapan (judgment) hakim untuk 
mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya. Putusan hakim 
merupakan akhir dari rangkaian proses pemeriksaan suatu perkara. Sebelum 
menjatuhkan putusan, majelis hakim akan bermusyawarah untuk 
menerapkan hubungan hakim yang sebenarnya diantara para pihak serta 
putusan seperti apa yang akan dijatuhkan. 
 Putusan dalam pengertian lain adalah penentuan atau penetapan 
hakim mengenai hak-hak tertentu serta hubungan hukum diantara para pihak 
untuk menyelesaikan persengketaan diantara mereka. Sudikno Mertokusumo 
mendefenisikan putusan sebagai pernyataan hakim dalam kedudukannya 
sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan untuk itu dan diucapkan 
dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang bertujuan untuk 
menyelesaikan sengketa di antara pihak-pihak yang berperkara.39 
 Putusan sebagai produk pengadilan sejatinya lahir dari proses yang 
penuh kecermatan dan kehati-hatian. Hakim dalam memutus suatu perkara 
senantiasa dituntut untuk mendayagunakan segenap potensi yang dimilikinya 
untuk meng-konstatir (menemukan fakta-fakta hukum), meng-kualifisir 
                                                          
     39 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1988), 
hal 167. 
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(menemukan dan mengklasifikasikan peraturan-peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan pokok perkara), serta meng-konstituir 
(menetapkan hukum dari perkara tersebut). Purusan hakim harus memuat 
pertimbangan hukum yang cukup dan relevan sebagai dasar dari kesimpulan 
dan ketetapan hakim (ground of the judgement) agar tidak dikualifikasi 
sebagai onvoldoende gemotiveerd (kurang pertimbangan hukum) yang 
menyebabkan putusan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi40 
b. Jenis-Jenis Putusan 
 Putusan hakim terbagi atas beberapa jenis. Pembagian putusan ini 
didasarkan pada beberapa hal. Yahya Harahap membagi jenis-jenis putusan 
berdasarkan aspek kehadiran para pihak, sifat putusan, dan saat penjatuhan 
(jenisnya), sementara itu Abdul Manan membagi jenis-jenis putusan 
berdasarkan sifat putusan, isi putusan, dan jenis (bentuk).41 
 1). Putusan ditinjau dari aspek kehadiran para pihak 
Ditinjau dari aspek kehadiran para pihak, putusan terbagi atas empat yaitu: 
a. Putusan biasa, adalah putusan yang dijatuhakn pengadilan dimana pada 
saat pembacaan putusan, kedua belah pihak hadir 
                                                          
40 M Natsir Asnawi, Hermeneutika Putusan Hakim: pendekatan multidisipliner dalam 
memahami putusan peradilan perdata, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014) hlm 4-5 
41 M Natsir Asnawi, Ibid, hal. 30 
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b. Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan dimana 
tergugat sama sekali tidak pernah datang menghadap dipersidangan 
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sementara 
ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah. 
c. Putusan contradictoir adalah putusan pengadilan yang pada saat 
diucapkan, salah satu pihak tidak hadir sementara pada persidangan 
sebelumnya, para pihak selalu atau pernah hadir. 
d. Putusan gugur adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan karena 
penggugat tidak pernah datang mengahdap sendiri di persidangan. 
 2). Putusan ditinjau dari sifatnya 
a. Putusan declaratoir adalah putusan yang mengandung amar pernyataan 
atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan (hubungan) hukum 
diantara para pihak berperkara 
b. Putusan contituief adalah putusan yang menciptakan atau meniadakan 
hubungan hukum tertentu. 
c. Putusan condemnatoir adalah putusan yang didalamnya mengandung 
penghukuman, yaitu amar menghukum atau membebankan kepada salah 
satu atau kedua belah pihak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu 
perbuatan hukum 
38 
 
 3). Putusan ditinjau dari saat penjatuhan 
a. Putusan sela (tussen vonnis, interim award) adalah putusan yang 
dijatuhkan hakim pada saat proses pemeriksaan berlangsung untuk 
memudahkan pemeriksaan perkara sebelum hakim menjatuhkan putusan 
akhir. 
b. Putusan Akhir (eind vonnis) adalah putusan hakim yang merupakan 
jawaban terhadap persengketaan para pihak untuk mengakhiri pemeriksaan 
suatu perkara. 42 
c. Kekuatan Putusan 
Kekuatan putusan pengadilan mencakup tiga hal, yaitu: 
a. Kekuatan mengikat 
Putusan pengadilan memiliki kekuatan mengikat, tidak hanya kepada 
pihak-pihak berperkara, tetapi juga kepada pihak lain, khususnya yang 
memiliki kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan 
obyek perkara. Putusan pengadilan dipandang sebagai akta autentik, karena 
itu secara hukum memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. 
 
                                                          
42 M Natsir Asnawi, Ibid. hal 30-39 
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Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (kracht van 
gewijsde) tidak dapa diganggu gugat. Putusan demikian memiliki kekuatan 
pasti yang mengikat (bindende kracht) dan karenanya yang berperkara wajib 
tunduk dan patuh dalam melaksanakan isi putan tersebut.43 
 b. Kekuatan Pembuktian 
Putusan pengadilan merupakan alat autentik yang dibuat secara 
tertulis dengan mengacu pada sistematika dan ketentuan-ketentuan yang 
diatur dalam hukum acara. Putusan pengadilan oleh karenanya memiliki 
kekuatan untuk membuktikan sesuatu bila dijadikan sebagai alat bukti oleh 
pihak-pihak yang berperkara. Putusan pengadilan membentuk suatu 
peristiwa secara konkret yang telah dianggap benar. Kekuatan pembuktian 
tidak hanya mengikat para pihak, tetapi juga pihak ketiga yang memiliki 
kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung.44 
 c. Kekuatan Eksekutorial 
Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap memiliki 
kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan, baik secara 
sukarela maupun melalui upaya eksekusi oleh pengadilan bila pihak yang 
dinyatakan kalah tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela.45 
                                                          
     43 M Natsir Asnawi, Hermeneutika Putusan Hakim: pendekatan multidisipliner dalam 
memahami putusan peradilan perdata, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014) hal 18 
     44 Ibid. 
     45 Ibid. 
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d. Penemuan Hukum dalam Putusan Hakim 
a. Pengertian Penemuan Hukum 
Penemuan hukum sering diistilahkan dengan rechtsvinding. 
Penemuan hukum oleh Van Eikema Hommes didefinisikan sebagai proses 
pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lain yang 
diberikan tugas melaksanakan atau menerapkan hukum terhadap peristiwa 
hukum (fakta hukum) yang bersifat konkret.46 
Amir Syamsuddin mendefenisikan penemuan hukum sebagai proses 
pembentukan hukum umum terhadap peristiwa konkrit berdasarkan kaidah-
kaidah atau metode tertentu. Penemuan hukum ini mencakup interpretasi, 
argumentasi (penalaran), konstruksi hukum, dan bentuk lainnya.47 
Penemuan hukum oleh hakim berhadapan dengan dua situasi yang 
berbeda secara diametral. Penemuan hukum dihadapkan dengan tuntutan 
hukum dan tuntutan masyarakat. Penemuan hukum dalam konteks ini 
bertujuan untuk membentuk kaidah hukum yang baru untuk menjembatanai 
perbedaan tersebut. Namun demikian, upaya pembentukan kaidah hukum 
baru tersebut tidak selalu mudah, karena para hakim tidak hanya berhadapan 
                                                          
46 Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 
1993) Hal 4. 
47 Jaenal Aripin, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia, (Jakarta: 
Kencana, 2008), Hal 127 
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dengan hukum tertulis, melainkan juga hukum tidak tertulis yang lebih 
dinamis dan cenderung sulit untuk diproduksi keberlakuannya.48 
Penemuan hukum erat kaitannya dengan asas ius curia novit atau iura 
novit curia yang berarti court knows the law. Asas ini menyatakan bahwa 
setiap hakim dianggap mengetahui hukum dari perkara yang sedang 
diperiksa atau diadilinya. Berdasarkan asas ini, hakim tidak diperkenankan 
untuk menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih belum 
atau tidak ada hukum atau undang-undang yang mengaturnya.49 
Makna dasar dari penerapan asas ini adalah bahwa pengadilan 
(dalam hal ini hakim) bertanggung jawab dalam menerapkan hukum terhadap 
suatu perkara in konkreto. Penerapan hukum hakim dalam hal ini tidak 
terbatas pada argumentasi hukum maupun fakta yang dikemukakan atau 
diungkapkan oleh para pihak, melainkan mencakup hal-hal diluar itu sesuai 
dengan kewenangannya. Karena bagaimanapun, hakim dalam system 
hukum kita diwajibkan untuk mengetahui, memahami dan menggali nilai-nilai 
hukum yang hidup di masyarakat.50 
 
 
                                                          
48 Lihat Bagir Manan, Beberapa Catatan tentang Penafsiran, dalam Majalah Hukum Varia 
Peradilan Tahun XXIV No. 285 Edisi Agustus 2009, (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2009) 
Hal 5. 
49 Op.Cit, Hal 19 
50 Ibid 
42 
 
d. Metode penemuan hukum oleh hakim 
Metode penemuan hukum oleh hakim bermacam-macam. Abdul 
Manan mengelompokkannya menjadi dua, yaitu metode penafsiran 
(interpretation) dan metode konstruksi. Sementara itu, Bagir Manan 
mengklasifikasikan penemuan hukum menjadi tiga, yaitu interpretasi 
(interpretation), konstruksi hukum, serta penciptaan dan pembentukan hukum 
(rechtshepping, law making).51 
e. Metode interpretasi (interpretation) 
Bagir Manan mendefenisikan interpretasi (penafsiran) sebagai: 
i. Memahami makna asa atau kaidah hukum 
ii. Menghubungkan suatu fakta hukum dengan kaidah hukum 
iii. Menjamin penerapan atau penegakan hukum dapat dilakukan 
secara tepat, benar, dan adil 
iv. Mempertemukan antara kaidah hukum dengan perubahan-
perubahan sosial agar kaidah hukum tetap actual dan mampu 
memenuhi kebutuhan (ekspektasi) sesuai dengan dinamika 
masyarakat.52 
                                                          
51 M Natsir Asnawi, op.cit,Hal 4-5 
52 Bagir Manan, op.cit., Hal 5 
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Dalam konteks memeriksa, memutuss, dan menyelesaikan perkara, 
penafsiran yang dilakukan oleh hakim bermacam-macam. Bentuk penafsiran 
tersebut adalah sebagai berikut :53 
1. Interpretasi subtantif 
Interpretasi subtantif adalah penafsiran hukum dengan menerapkan 
suatu teks undang-undang terhadap suatu perkara. Dalam pengertian 
lain, penafsiran subtantif merupakan penafsiran dengan memasukkan 
aturan atau teks undang-undang ke dalam perkara yang sedang 
diadili. 
2. Interpretasi gramatikal 
Interpretasi gramatikal adalah penafsiran teks atau peraturan 
perundang-undangan menurut bahasa sehari-hari. Metode penafsiran 
ini melibatkan penafsiran secara etimologis dan terminologis dan 
merupakan bentuk paling sederhana dalam menafsirkan suatu teks. 
3. Interpretasi sistematis 
Interpretasi sistematis adalah penafsiran teks undang-undang dengan 
menghubungkan makna dan teksnya dengan perundang-undangan 
lain. Dalam penafsiran sistematis, hukum dipandang secara utuh 
sebagai suatu system, karenanya dalam model penafsiran ini hakim 
akan melibatkan atau mengimplementasikan beberapa perundang-
undangan bahkan mungkin sumber hukum lain diluar perundang-
                                                          
53 Lihat Abdul Manan, dalam M Natsir Asnawi, op.cit, Hal 21-25 
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undangan, termasuk yurisprudensi, doktrin, dan hukum yang hidup 
didalam masyarakat. 
4. Interpretasi historis 
Interpretasi historis adalah penafsiran hakim dengan melihat latar 
belakang atau sejarah pembentukan suatu undang-undang. 
Interpretasi historis terbagi menjadi dua, yaitu: 
a. Interpretasi menurut sejarah undang-undang 
b. Interpretasi menurut sejarah hukum 
5. Interpretasi teleologis 
Interpretasi teleologis adalah penafsiran undang-undang dengan 
mengacu kepada tujuan atau ekspektasi kemasyarakatan. Undang-
undang ditafsirkan tidak hanya dari teks semata, melainkan juga 
tujuan dari dibentuknya undang-undang tersebut. Undang-undang 
merupakan entitas statis, dan hakim disini berperan penting dalam 
memberikan ruh agar undang-undang tersebut dapat selaras dengan 
perkembangan masyarakat. Undang-undang yang sudah tidak relevan 
disesuaikan penerapannya dengan situai dan perkembangan dinamika 
di masyarakat. 
6. Interpretasi komparatif 
Interpretasi komparatif adalah penafsiran dengan membandingkan 
berbagai sistem hukum yang ada. Metode penafsiran ini sebagian 
besar digunakan hakim dalam perkara yang berkaitan dengan 
perjanjian internasional. 
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7. Interpretasi reskriptif 
Interpretasi reskriptif adalah penafsiran dengan membatasi makna teks 
dalam undang-undang. Dalam praktiknya, penafsiran ini lebih banyak 
berkaitan dengan penafsiran undang-undang yang termuat dalam bab 
penjelasan undang-undang tersebut. Penafsiran yang dapat dipakai 
adalah penafsiran dalam penjelasan umum maupun penafsiran pasal 
demi pasal. 
8. Interpretasi ekstensif 
Interpretasi ekstensif adalah penafsiran dengan memperluas makna 
teks undang-undang. Teks dalam undang-undang tidak hanya 
ditafsirkan secara gramatikal, melainkan diperluas maknanya sesuai 
dengan konteks undang-undang tersebut, juga konteks kasus yang 
sedang diadili. 
9. Interpretasi futuristik 
Interpretasi futuristik adalah penafsiran undang-undang yang bersifat 
antisipatif dengan berpedoman pada undang-undang yang belum 
mempunyai kekuatan hukum (ius constituendum, hukum yang 
dicitakan).  
f. Metode konstruksi 
1. Analogi (argumentum per analogiam) 
Analogi adalah metode penemuan hukum oleh hakim dengan 
membandingkan atau menganalogikannya dengan peristiwa hukum 
lain yang telah diatur dalam perundang-undangan. Posisi hakim dalam 
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hal ini adalah membentuk hukum terhadap suatu peristiwa in concreto 
yang belum ada pengaturannya, namun dengan keadaan yang mirip 
dibandingkan atau dianalogikan dengan peristiwa lain yang telah diatur 
dalam undang-undang. 
2. Argumentum a contrario 
Argumentum a contrario adalah metode penemuan hukum oleh hakim 
dengan penalaran bahwa peraturan dalam undang-undang hanya 
berlaku pada suatu hal atau peristiwa tertentu dan bagi peristiwa lain 
diperlakukan hal yang sebaliknya. Aksentuasi dalam penerapan 
metode ini adalah adanya ketidakpastian (kekosongan hukum) 
3. Konkretisasi hukum (rechtsvervijnings) 
Konkretisasi hukum atau penghalusan hukum adalah metode 
penemuan hukum oleh hakim dengan mengkongkritkan suatu aturan 
hukum yang masih bersifat umum kedalam peristiwa atau fakta hukum 
in concreto 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penulis dalam 
mengadakan penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative 
yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengn cara meneliti bahan 
pustaka atau bahan sekunder lainnya. Penelitian ini akan berfokus untuk 
mencari berbagai permasalahan yang timbul dengan tidak adanya payung 
hukum mengenai penderita kelamin ganda (ambiguous genitalia). Tempat 
penelitian ini adalah Universitas Hasanuddin, dalam hal ini perpustakaan 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan perpustakaan umum 
Universitas Hasanuddin. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder yang berseumber pada bahan hukum sekunder berupa hasil 
penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (Koran), dan berita 
internet yang relevan dengan penelitian ini. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data adalah dengan studi pustaka, yaitu 
mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasi dan mengalisis data untuk 
kemudian dilakukan pemahaman, pencatatan atau pengutipan terhadap data 
tersebut. Studi pustaka dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut: 
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1. Identifikasi data yang diperlukan 
2. Inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah 
D. Analisis Data 
Analisis data merupakan upaya mengolah data menjadi informasi, 
sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah 
dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan 
dengan kegiatan penelitian. Hasil analisis tersebut dapa ditafsirkan untuk 
menjawab suatu permasalahan yang akan dikaji. Penelitian ini, data yang 
diperoleh melalui studi pustaka akan dianalisis secara kualitatif kemudian 
disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan 
menggambarkan mengenai Penetapan Status Gender Warga Negara 
Indonesia Berkelamin Ganda (ambiguous genitalia) oleh Pengadilan Negeri. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
A. Perlindungan Hukum Bagi Penderita Kelamin Ganda 
Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh Negara 
kepada warga negaranya agar terciptanya penegakan Hak Asasi Manusia 
yang baik dan efektif. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan 
Hukum adalah  memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang 
dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat 
agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.54 
Aturan hukum mengenai perlindungan bagi penderita kelamin ganda 
memang tidak ada, karena penderita kelamin ganda secara medis dapat 
melakukan peralihan jenis kelamin, sehingga kelaminnya menjadi normal 
seperti manusia pada umumnya, tidak seperti penyandang disabilitas yang 
kekurangannya berlaku secara permanen. Namun penting untuk diketahui 
kembali, bahwa tidak semua penderita kelamin ganda mampu melakukan 
upaya medis karena terkendala dalam biaya. 
 
                                                          
     54 Perlindungan Hukum menurut Ahli, Diakses dari http://tesishukum.com/pengertian-
perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/ pada 3 september 2015. 
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Kurangnya pemahanan masyarakat terhadap perbedaan antara 
penderita kelamin ganda dan pelaku transgender membuat hak penderita 
kelamin ganda terpinggirkan dalam upaya memperoleh kepastian hukum, 
dengan melihat pandangan masyarakat yang menganggap penderita kelamin 
ganda yang melakukan upaya medis untuk memilih salah satu jenis 
kelaminnya sama halnya pelaku transgender55 yang merupakan penyakit 
sosial. 
1. Penanganan Medis Untuk Penderita Kelamin Ganda 
Penderita kelamin ganda dapat dilihat gejalanya ketika mereka masih 
bayi, Ardy Santoso yang menjadi anggota Tim Penyesuaian Kelamin (TPK) 
RSUP DR Kariadi Semarang mengatakan, bisa jadi pemicunya adalah faktor 
genetik, tetapi bisa juga karena perubahan yang spontan. Dia menjelaskan, 
disorder of sexuality developmet (DSD) tersebut bisa terjadi ketika ada 
masalah pada perkembangan androgen. Dengan begitu, terjadi androgen 
insensitivity syndrome (AIS). Androgen dikenal sebagai hormon yang 
menciptakan dan memelihara sisi maskulin. 
                                                          
      55 Transgender adalah perilaku yang dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan 
yang diluar kodratnya bahkan sampai melakukan operasi kelamin. Diakses dari  
http://kamilah-fib11.web.unair.ac.id/artikel_detail-61553-tugas%20pkbu-
fenomena%20transgender%20dan%20transeksual.html pada 28 September 2015. 
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Menurut Ardy, bayi yang memiliki potensi berkelamin ganda 
sebenarnya cukup banyak. Berdasar data yang dimilikinya, perbandingannya 
adalah 1:4.500 kelahiran.56 
Menurut konsensus para ahli pediatric57, penanganan kelamin ganda 
(ambiguous genitalia)  ini dapat dicapai secara optimal bila 58: 
a) Jenis kelamin bayi tidak ditetapkan terlebihh dahulu sebelum 
dilakukan evaluasi 
b) Evaluasi dilakukan di tempat dengan fasilitas memadai dan 
memiliki beberapa ahli yang kompeten dan berpengalaman di 
bidangnya masing-masing 
c) Setiap orang/pihak yang terkait dapat menerima hasil evaluasi 
d) Terjalin komunikasi yang terbuka dengan penderita dan 
keluarganya dan adanya partisipasi mereka dalam setiap 
pengambilan keputusan. 
e) Hak-hak pasien dan keluarganya harus tetap dihormati dan 
diperlakukan dengan baik. 
 
                                                          
     56 Kelamin Ganda, Diakses dari http://dhimasginanjar.com/mereka-bukan-banci-mereka-
berkelamin-ganda/ pada 17 September 2015. 
      57 Pediatric adalah Pediatric berasal .dari bahasa yunani, yaitu Pedos yang berarti anak 
dan iatrica yang berarti pengobatan 
      58 Bambang Widhiatmoko dkk, Legalitas Perubahan Jenis Kelamin Pada Penderita 
Ambiguous Genitalia Di Indonesia, (Jurnal kedikteran forensic Indonesia vol 15 No. 1 : 
2013),hal.18. 
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Namun beberapa kasus terjadi dimana para penolong kelahiran yakni dokter, 
bidan atau perawat tidak memberikan informasi yang dibutuhkan oleh 
keluarga tentang kondisi bayi yang sebenarnya, beberapa juga menentukan 
sendiri jenis kelamin bayi berdasarkan pengamatan kondisi jenis kelamin bayi 
dari luar saja. 
 Kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh pembantu kelahiran 
menjadi salah satu penyebab dimana munculnya kesalahan untuk 
menetapkan jenis kelamin penderita kelamin ganda, hal ini pastinya akan 
sangat berpengaruh dengan kondisi penderita kedepannya, baik dalam segi 
kesehatan, sosial, ekonomi dan bahkan mengenai keyakinan mereka. 
Padahal dokter mempunyai sumpah untuk senantiasa mengutamakan 
kesehatan penderita, berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya dokter 
tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kesukuan, perbedaan 
kelamin, politik kepartaian, atau kedudukan sosial dalam menunaikan 
kewajiban terhadap penderita.59 
Evaluasi untuk menentukan jenis kelamin anak/bayi yang sebenarnya 
mungkin cukup dilakukan oleh para ahli endokrin anak atau ahli andrologi 
saja, tetapi untuk melakukan penanganan definitif secara medis pada 
praktiknya tidak mudah dan seringkali tidak dapat dilaksanakan segera 
setelah diagnosis. Upaya koreksi memerlukan persiapan yang cukup dan 
                                                          
     59  Soekidjo Nptpatmodjo, Etika & Hukum Kesehatan, (Jakarta, PT RINEKA CIPTA, 2010), 
hal. 39-40. 
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dengan mempertimbangkan segala aspek. Pada umumnya terapi harus 
dilakukan secara bertahap bahkan ada yang baru dapat dilakukan dengan 
optimal bila sudah mencapai usia pubertas. Sebelum mencapai usia dua 
tahun, anak biasanya belum terlalu mengerti kondisi yang dialaminya 
sehingga hampir tidak mungkin terpengaruh secara mental. Tindakan 
penyesuaian kelamin dinilai tepat sebelum usia tersebut. Kehadiran psikolog 
atau psikiater sangat diperlukan untuk mempersiapkan mental anak terutama 
yang berusia dua tahun atau lebih.60 
Biaya yang dibutuhkan untuk melakukan pergantian kelamin pun tidak 
sedikit, karena diperlukan penanganan medis yang khusus dan rumah sakit 
yang telah memiliki izin untuk melakukan tindakan medis perubahan kelamin. 
Berdasarkan data yang diperoleh penulis melalui media online, biaya yang 
diperlukan berkisar antara Rp.30.000.000,- sampai milyaran rupiah untuk 
proses bedah kelamin, penyesuaian hormon dan terapi-terapi lainnya yang 
dibutuhkan. 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, 
mengatur hak dan kewajiban setiap orang atau masyarakat sebagai sasaran 
atau subyek pembangunan. Antara lain disebutkan: 
 
 
                                                          
     60 Rohen johanes, 2008, Embriologi Fungsional : Perkembangan Sistem Fungsi Organ 
Manusia, Harjadi Widjaja, Ed 2, EGC Jakarta. 
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1. Hak 
a. Setiap orang berhak atas kesehatan 
b. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh 
akses atas sumber daya dibidang kesehatan 
c. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan 
kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau 
d. Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab 
menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi 
dirinya 
e. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi 
pencapaian derajat kesehatan 
f. Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi 
tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab 
g. Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data 
kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang 
telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan. 
2. Kewajiban 
a. Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, 
dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya 
b. Setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam 
upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, bilogi, 
maupun sosial. 
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c. Setiap orang berkewajiban berperilaku hidup sehat untuk 
mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan 
yang setinggi-tingginya. 
d. Setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat 
kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya. 
e. Setiap orang berkewajiban turut serta dalam program jaminan 
kesehatan sosial.61 
Berdasarkan penjelasan mengenai hak dan kewajiban diatas, sudah 
sepatutnya para pembantu kelahiran62 untuk memberitahukan kepada orang 
tua bayi penderita kelamin ganda atas kondisi yang dialami oleh bayinya 
sebelum melakukan penetapan jenis kelamin, dan memberikan arahan 
kepada orang tua bayi dalam upaya menangani kejadian yang dialami oleh 
sang bayi. 
Bagi orang tua penderita kelamin ganda yang tidak mampu untuk 
membiayai upaya medis diperlukan peranan Negara untuk membantu orang 
tua penderita kelamin ganda sesuai dengan hak yang tercantum diatas 
bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang 
bermutu dan terjangkau. 
 
                                                          
     61 Op-Cit hal. 162-163. 
      62 Pembantu kelahiran adalah orang yang membantu pada saat proses kelahiran, baik itu 
dokter, bidan, perawat maupun dukun beranak. 
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
Berbicara tentang penderita kelamin ganda tidak terlepas dari proses 
yang dialami oleh penderita kelamin ganda, yaitu proses semenjak dia lahir 
hingga dewasa dan dapat dilakukan tindakan medis untuk melakukan 
pergantian atau perbaikan kelamin. 
Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, 
dan komprehensif, Undang-Undang Perlindungan Anak meletakkan 
kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas 
nondiskriminasi, asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak untuk hidup, 
kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan asas penghargaan pendapat 
anak.63 
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
merupakan salah satu payung hukum yang menjadi bahan pertimbangan 
dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak, perlindungan hukum 
kepada anak bukan hanya terfokus kepada kekerasan kepada anak atau 
kekerasan dalam rumah tangga. Dalam pasal 4 Undang-Undang No. 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi “setiap anak berhak untuk 
dapat hidup,tumbuh,berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai 
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi” 
                                                          
     63 Muhammad Yasin, Herlambang Pradana, Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia, 
(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), hlm 64. 
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Adapun yang  dimaksud dengan kata hak untuk tumbuh, berkembang, 
dan berpartisipasi secara wajar dalam pasal tersebut diatas tentunya juga 
mencakup perlakuan, perawatan, dan pendidikan yang sesuai dengan jenis 
kelamin anak.64 
Kesalahan yang terjadi akibat kurangnya pengetahuan dan kesadaran 
dari penolong persalinan serta masyarakat itu sendiri. Meskipun diliputi 
keraguan dan tanpa diagnosis yang pasti, bayi bisa segera pulang bersama 
orang tuanya. Hanya berdasarkan perkiraan atau kompromi antara penolong 
dengan orang tua bayi maka jenis kelamin ditetapkan dan dicantumkan 
dalam surat keterangan kelahiran. Orang tua mudah menerima keputusan ini 
karena pihak rumah sakit/penolong persalinan tidak memberikan informasi 
mengenai diagnosis yang jelas dan tindakan medis yang seharusnya segera 
diambil. 
Terdapat beberapa  orang tua yang memaksa untuk tetap ditentukan 
jenis kelamin anak. Hal ini merupakan bentuk kegeoisan orang tua karena 
hanya untuk kepentingan dirinya dalam menghadapi masyarakat tanpa 
mempertimbangkan kondisi sosial anak nantinya.65 
Kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh  pembantu persalinan 
menyebabkan orang tua bayi tergesah-gesah untuk menetapkan jenis 
                                                          
     64 Op Cit hlm 20-21. 
     65 Kelamin ganda penyakit atau penyimpangan gender, Di akses dari 
Http://www.Fk.Undip.Ac.Id/Artikel-Lepas/Kelamin-Ganda-Penyakit-Atau-Penyimpangan-
Gender-Html, diakses pada 8 September 2015. 
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kelamin bayi tanpa adanya analisis yang tepat terhadap bayi tersebut, 
sehingga kesalahan itu akan berdampak kepada sang anak nantinya, ketika 
sang anak mulai tumbuh dan bersosialisasi dalam masyarakat. 
Penetapan yang tergesah-gesah ini cenderung memaksakan 
kehendak orang tua untuk menetapkan jenis kelamin sang bayi agar 
terhindar dari penilaian buruk dikalangan masyarakat,  Penetapan ini akan 
berdampak kepada sang bayi nantinya, baik itu dalam lingkungan sosial 
maupun status hukum sang bayi. 
Orang tua anak penderita kelamin ganda pun banyak yang tidak 
mengetahui, langkah apa yang harus mereka lakukan supaya anak mereka 
dapat diterima dilingkungan sosial, beberapa dari mereka yang berada 
dikalangan ekonomi menengah kebawah, bahkan tidak menetapkan jenis 
kelamin anaknya, atas dasar pendidikan dan pengetahuan mereka yang tidak 
ada tentang persoalan yang mereka sedang hadapi. 
Disatu sisi harus pula ada upaya untuk menentukan jenis kelamin 
penderita kelamin ganda agar nantinya dapat hidup dengan layak sesuai 
dengan perkembangannya, namun tidak serta merta ditentukan tanpa 
adanya pertimbangan medis ketika anak baru dilahirkan, peranan pembantu 
kelahiran sangat penting saat kondisi seperti ini terjadi, misalkan 
dilakukannya penangguhan penetapan jenis kelamin sampai selesainya 
pemeriksaan khusus oleh dokter ahli yang menanganinya. 
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Untuk merealisasikan hak anak dalam memperoleh identitas, 
diperlukan penangguhan akan jenis kelamin anak sebelum didaftarkan 
kepada lembaga yang berwenang, sehingga dapat mengurangi 
permasalahan yang terjadi kedepannya ketika pemberian identitas dilakukan 
secara tergesah-gesah. 
3. Undang-Undang Nomor  24 tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang 
Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 
 
Pendekatan hukum mengenai penderita kelamin ganda, kita bisa 
melihat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang 
memberikan perlindungan tentang pengakuan, penentuan status pribadi dan 
status setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya bagi 
warga Negara Indonesia dan warga Negara Indonesia yang berada di luar 
wilayah Negara kesatuan Negara republik Indonesia. 
Adapun yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian 
yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, 
perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan 
anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Demikian 
yang disebut dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor  24 Tahun 
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2013 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan66 
Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang  
Administrasi Kependudukan diatur bahwa pencatatan peristiwa penting 
lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk 
yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan yang dimaksud dengan 
“peristiwa penting lainnya” dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang  Administrasi Kependudukan   
Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah 
peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan 
pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin. 
 
Serupa dengan aturan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2006 tentang  Administrasi Kependudukan mengenai 
pencatatan peristiwa penting lainnya, dalam Pasal 97 ayat (2) Peraturan 
Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara 
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil  juga disebut bahwa peristiwa 
penting lainnya yang dimaksud antara lain adalah perubahan jenis kelamin 
Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
tentang  Administrasi Kependudukan, dalam hal pencatatan yang dilakukan 
                                                          
         66 Prosedur hukum jika ingin berganti jenis kelamin, Diakses dari 
http://m.hukumonline.com/klinik/details/ pada 8 September 2015 pkl 21.00 Wita. 
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oleh pihak berwenang dalam hal ini dinas catatan sipil, penderita harus 
mendapatkan penetapan dahulu oleh pengadilan negeri agar peralihan status 
yang dilakukan diakui oleh Negara. 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang  Administrasi 
Kependudukan bersifat administratif. Untuk penderita kelamin ganda yang 
ingin merubah jenis kelaminnya secara administrasi kependudukan setelah 
melakukan upaya medis, diarahkan sebelumnya untuk mendapatkan 
penetapan peralihan jenis kelamin dari pengadilan negeri yang berwenang. 
Pada dasarnya untuk meminta penetapan di pengadilan negeri, 
dibutuhkan bukti-bukti yang mendukung permohonan penetapan tersebut. 
Seperti dalam hal penetapan akta lahir, yang dibutuhkan adalah sebagai 
berikut:67 
1. Foto Kopi Surat Nikah/Surat Keterangan Nikah dari Kepala 
Desa/KUA Kec Sebanyak 1 Lembar; 
2. Foto Kopi Kartu Keluarga (KK) Sebanyak 1 Lembar; 
3. Foto Kopi KTP Pemohon Sebanyak 1 Lembar; 
4. Foto Kopi Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan/Dokter 
Sebanyak 1 Lembar. 
Pencatatan peristiwa penting lainnya itu dilakukan dengan tata cara 
(Pasal 97 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang 
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil) : 
a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pencatatan 
Peristiwa Penting Lainnya dengan melampirkan 
persyaratan-persyaratan tersebut 
                                                          
     67 ibid. 
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b. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana Pejabat 
Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD 
Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi berkas 
pelaporan peristiwa penting lainnya, dan mencatat serta 
merekam dalam register peristiwa penting lainnya pada 
database kependudukan 
c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau 
UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada 
Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan 
Sipil. 
Namun dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 
hanya mengarah kepada perbaikan adminsitratif namun tidak memberikan 
solusi yang jelas terhadap penderita kelamin ganda, bisa dikatakan undang-
undang tersebut diatas hanya mengakomodir penderita kelamin ganda yang 
telah melakukan upaya medis, perubahan kelamin dikatakan sebagai 
peristiwa penting yang wajib dilaporkan setelah mendapatkan penetapan dari 
pengadilan negeri. 
Sedangkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik 
Indonesia Tahun 1945 pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia 
mengedepankan hak asasi dan perlindungan hukum tiap-tiap warga Negara 
Indonesia baik diluar wilayah Negara kesatuan republik Indonesia maupun 
diluar, antara lain : 
Pasal 28A yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan 
mempertahankan kehidupannya,  
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Pasal 28D ayat 1 yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas 
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 
perlakuan yang sama didepan hukum,  
Pasal 28H ayat 3 yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas 
jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh 
sebagai manusia yang bermartabat. 
Jika nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dapat diterapkan dimasyarakat dengan baik, 
maka penderita kelamin ganda yang belum melakukan upaya medis tidak lagi 
bersembunyi dengan status yang tidak mereka inginkan yang bahkan 
cenderung dipaksakan kepada mereka oleh orang tua mereka yang tidak 
mengetahui perbedaan yang dimiliki oleh penderita kelamin ganda 
dibandingkan dengan manusia yang lainnya. 
Penetapan oleh pengadilan negeri tentang perubahan status jenis 
kelamin pernah terjadi di Pengadilan Negeri Makassar. Menurut hakim yang 
menangani permohonan perubahan jenis kelamin, kasus ini baru pertama kali 
terjadi di Makassar dan merupakan hal baru dalam sistem peradilan di 
Indonesia secara umum.68 
                                                          
     68 Wawancara dengan hakim damis dilakukan pada hari Jum’at  4 September 2015 di 
Pengadilan Negeri Makassar. 
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis69, SW berumur 
23 tahun. Sehari-hari SW menjalani kehidupan sebagai perempuan, namun 
seiring berjalannya waktu, perkembangan fisik SW tidak sesuai dengan fisik 
perempuan pada umumnya. Karena SW sejak lahir diperlakukan sebagai 
seorang perempuan, maka tingkah laku SW dalam kesehariannya seperti 
perempuan pada umumnya, dimana menurut SW ada yang berbeda dengan 
dirinya dengan perempuan lainnya, salah satu contohnya SW tidak memiliki 
ketertarikan dengan laki-laki. 
Hal ini disebabkan karena penetapan yang dilakukan oleh orang tua 
SW tidak berlandaskan kepada kondisi sesungguhnya dari kelamin SW 
semenjak bayi, apalagi waktu itu belum dikenal adanya kelamin ganda. 
Sehingga orang tua SW menetapkan SW menjadi perempuan sesuai dengan 
tampakan luar dari kelamin SW. 
Sebelumnya SW menjalani kehidupan layaknya perempuan pada 
umumnya, bahkan mengenakan hijab, dan tidak ada satupun orang lain 
diluar dari orang tua SW yang mengetahui bahwa sebenarnya SW memiliki 
kelainan pada kelamin sejak SW berusia 11 Tahun, jenis kelamin SW tidak 
mirip dengan perempuan, karena memiliki benjolan seperti jenis kelamin laki-
laki. Karena merasa adanya perubahan fisik yang tidak sesuai dengan 
identitas SW setelah beranjak dewasa, SW memeriksakan dirinya ke dokter 
ahli kelamin Satriono. 
                                                          
     69 Wawancara dilakukan pada hari rabu, 2 september 2015, penderita meminta untuk 
menyamarkan identitas pribadi. SW merupakan inisial nama penderita. 
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Untuk mendapatkan pengakuan hukum dan perlindungan akan hak 
konstitusional sebagai warga Negara Indonesia, SW mendaftarkan 
permohonan peralihan kelamin dan mendapatkan kepastian hukum dengan 
dikeluarkannya penetapan oleh hakim Pengadilan Negeri Makassar dengan 
Nomor 176/Pdt.P/2014/PN Mks dengan menetapkan bahwa status kelamin 
SW yang awalnya perempuan menjadi laki-laki. 
 
4. Pandangan Islam Dalam Perubahan Jenis Kelamin 
Persoalan perubahan jenis kelamin tidak terlepas dari penafsiran 
agama tentang perubahan jenis kelamin itu sendiri, disamping hukum yang 
dibuat oleh manusia untuk menjalankan kehidupan, ada pula hukum yang 
telah ditetapkan oleh Tuhan yang direpresentasikan dalam al-alkitab sebagai 
pedoman hidup manusia. 
Dalam islam, al-quran sebagai petunjuk yang diberikan oleh Allah 
SWT untuk menjawab tiap-tiap rahasia yang telah ditetapkan-Nya. Disamping 
itu, ada pula hadits yang merupakan penjelasan yang lebih rinci terhadap 
tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia 
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Adapun hukum operasi kelamin dalam syariat Islam harus diperinci 
persoalan dan latar belakangnya. Dalam dunia kedokteran modern dikenal 
tiga bentuk operasi kelamin yaitu: 70 
a. Operasi penggantian jenis kelamin, yang dilakukan terhadap orang 
yang sejak lahir memiliki kelamin normal; 
b. Operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin yang dilakukan 
terhadap orang yang sejak lahir memiliki cacat kelamin, seperti 
zakar (penis) atau vagina yang tidak berlubang atau tidak 
sempurna.;  
c. Operasi pembuangan salah satu dari kelamin ganda, yang dilakukan 
terhadap orang yang sejak lahir memiliki dua organ/jenis kelamin 
(penis dan vagina) 
Pertama: Masalah seseorang yang lahir dalam kondisi normal dan 
sempurna organ kelaminnya yaitu penis (dzakar) bagi laki-laki dan vagina 
(farj) bagi perempuan yang dilengkapi dengan rahim dan ovarium tidak 
dibolehkan dan diharamkan oleh syariat Islam untuk melakukan operasi 
kelamin. Ketetapan haram ini sesuai dengan keputusan fatwa Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional II tahun 1980 tentang Operasi 
Perubahan/ Penyempurnaan kelamin. Menurut fatwa MUI ini sekalipun 
                                                          
     70  Fenomena Transgender dan Hukum Pergantian Kelamin, diakses melalui 
http://www.dakwatuna.com/2009/08/12/3427/fenomena-transgender-dan-hukum-operasi-
kelamin/#axzz3lWBys52Z pada 12 September 2015. 
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diubah jenis kelamin yang semula normal kedudukan hukum jenis 
kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum diubah. 
Para ulama fiqih mendasarkan ketetapan hukum tersebut pada dalil-
dalil yaitu:  
a. Firman Allah Swt dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang menurut kitab 
Tafsir Ath-Thabari mengajarkan prinsip equality (keadilan) bagi 
segenap manusia di hadapan Allah dan hukum yang masing-
masing telah ditentukan jenis kelaminnya dan ketentuan Allah ini 
tidak boleh diubah dan seseorang harus menjalani hidupnya sesuai 
kodratnya;  
b. Firman Allah Swt dalam surat an-Nisa’ ayat 119. Menurut kitab-kitab 
tafsir seperti Tafsir Ath-Thabari, Al-Shawi, Al-Khazin (I/405), Al-
Baidhawi (II/117), Zubat al-Tafsir (hal.123) dan al-Qurthubi (III/1963) 
disebutkan beberapa perbuatan manusia yang diharamkan karena 
termasuk “mengubah ciptaan Tuhan” sebagaimana dimaksud ayat 
di atas yaitu seperti mengebiri manusia, homoseksual, lesbian, 
menyambung rambut dengan sopak, pangur dan sanggul, membuat 
tato, mengerok bulu alis dan takhannus (seorang pria berpakaian 
dan bertingkah laku seperti wanita layaknya waria dan sebaliknya);  
c. Hadits Nabi saw.: “Allah mengutuk para tukang tato, yang meminta 
ditato, yang menghilangkan alis, dan orang-orang yang memotong 
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(pangur) giginya, yang semuanya itu untuk kecantikan dengan 
mengubah ciptaan Allah.” (HR. Al-Bukhari);  
d. Hadits Nabi saw.: “Allah mengutuk laki-laki yang menyerupai wanita 
dan wanita yang menyerupai laki-laki.” (HR. Ahmad). Oleh karena 
itu kasus ini sebenarnya berakar dari kondisi kesehatan mental 
yang penanganannya bukan dengan merubah ciptaan Allah 
melainkan melalui pendekatan spiritual dan kejiwaan (spiritual and 
psychological therapy). 
Kedua: Operasi kelamin yang bersifat tashih atau takmil (perbaikan 
atau penyempurnaan) dan bukan penggantian jenis kelamin menurut para 
ulama diperbolehkan secara hukum syariat. Jika kelamin seseorang tidak 
memiliki lubang yang berfungsi untuk mengeluarkan air seni dan mani baik 
penis maupun vagina, maka operasi untuk memperbaiki atau 
menyempurnakannya dibolehkan bahkan dianjurkan sehingga menjadi 
kelamin yang normal karena kelainan seperti ini merupakan suatu penyakit 
yang harus diobati. 
Para ulama seperti Hasanain Muhammad Makhluf (tokoh ulama Mesir) 
71memberikan argumentasi hal tersebut bahwa orang yang lahir dengan alat 
kelamin tidak normal bisa mengalami kelainan psikis dan sosial sehingga 
dapat tersisih dan mengasingkan diri dari kehidupan masyarakat normal serta 
kadang mencari jalannya sendiri, seperti melacurkan diri menjadi waria atau 
                                                          
71 Ibid 
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melakukan homoseks dan lesbianisme. Semua perbuatan ini dikutuk oleh 
Islam berdasarkan hadits Nabi saw.: “Allah dan rasulnya mengutuk kaum 
homoseksual” (HR.al-Bukhari) Guna menghindari hal ini, operasi perbaikan 
atau penyempurnaan kelamin boleh dilakukan berdasarkan prinsip “Mashalih 
Mursalah” karena kaidah fiqih menyatakan “Adh-Dhararu Yuzal” (Bahaya 
harus dihilangkan) yang menurut Imam Asy-Syathibi menghindari dan 
menghilangkan bahaya termasuk suatu kemaslahatan yang dianjurkan 
syariat Islam. Hal ini sejalan dengan hadits Nabi saw.: “Berobatlah wahai 
hamba-hamba Allah! Karena sesungguhnya Allah tidak mengadakan 
penyakit kecuali mengadakan pula obatnya, kecuali satu penyakit, yaitu 
penyakit ketuaan.” (HR. Ahmad) 
Apabila seseorang mempunyai alat kelamin ganda, yaitu mempunyai 
penis dan juga vagina, maka untuk memperjelas dan memfungsikan secara 
optimal dan definitif salah satu alat kelaminnya, ia boleh melakukan operasi 
untuk ‘mematikan’ dan menghilangkan salah satu alat kelaminnya. Misalnya, 
jika seseorang memiliki penis dan vagina, sedangkan pada bagian dalam 
tubuh dan kelaminnya memiliki rahim dan ovarium yang menjadi ciri khas dan 
spesifikasi utama jenis kelamin wanita, maka ia boleh mengoperasi penisnya 
untuk memfungsikan vaginanya dan dengan demikian mempertegas 
identitasnya sebagai wanita. Hal ini dianjurkan syariat karena keberadaan 
penis (dzakar) yang berbeda dengan keadaan bagian dalamnya bisa 
mengganggu dan merugikan dirinya sendiri baik dari segi hukum agama 
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karena hak dan kewajibannya sulit ditentukan apakah dikategorikan 
perempuan atau laki-laki maupun dari segi kehidupan sosialnya. 
Untuk menghilangkan mudharat (bahaya) dan mafsadat (kerusakan) 
tersebut, menurut Makhluf dan Syalthut, syariat Islam membolehkan dan 
bahkan menganjurkan untuk membuang penis yang berlawanan dengan 
dalam alat kelaminnya. Oleh sebab itu, operasi kelamin yang dilakukan 
dalam hal ini harus sejalan dengan bagian dalam alat kelaminnya. Apabila 
seseorang memiliki penis dan vagina, sedangkan pada bagian dalamnya ada 
rahim dan ovarium, maka ia tidak boleh menutup lubang vaginanya untuk 
memfungsikan penisnya. Demikian pula sebaliknya, apabila seseorang 
memiliki penis dan vagina, sedangkan pada bagian dalam kelaminnya sesuai 
dengan fungsi penis, maka ia boleh mengoperasi dan menutup lubang 
vaginanya sehingga penisnya berfungsi sempurna dan identitasnya sebagai 
laki-laki menjadi jelas. Ia dilarang membuang penisnya agar memiliki vagina 
sebagai wanita, sedangkan di bagian dalam kelaminnya tidak terdapat rahim 
dan ovarium. Hal ini dilarang karena operasi kelamin yang berbeda dengan 
kondisi bagian dalam kelaminnya berarti melakukan pelanggaran syariat 
dengan mengubah ciptaan Allah SWT; dan ini bertentangan dengan firman 
Allah bahwa tidak ada perubahan pada fitrah Allah (QS.Ar-Rum:30). 
Dibolehkannya operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin, 
sesuai dengan keadaan anatomi bagian dalam kelamin orang yang 
mempunyai kelainan kelamin atau kelamin ganda, juga merupakan 
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keputusan Nahdhatul Ulama PW Jawa Timur pada seminar “Tinjauan Syariat 
Islam tentang Operasi Ganti Kelamin” pada tanggal 26-28 Desember 1989 di 
Pondok Pesantren Nurul Jadid, Probolinggo Jawa Timur. 
Peranan dokter dan para medis dalam operasi penggantian kelamin ini 
dalam status hukumnya sesuai dengan kondisi alat kelamin yang 
dioperasinya. Jika haram maka ia ikut berdosa karena termasuk bertolong-
menolong dalam dosa dan bila yang dioperasi kelaminnya adalah sesuai 
syariat Islam dan bahkan dianjurkan maka ia mendapat pahala dan terpuji 
karena termasuk anjuran bekerja sama dalam ketakwaan dan 
kebajikan.(QS.Al-Maidah:2) 
Adapun konsekuensi hukum penggantian kelamin adalah sebagai berikut: 
Apabila penggantian kelamin dilakukan oleh seseorang dengan tujuan 
tabdil dan taghyir (mengubah-ubah ciptaan Allah), maka identitasnya sama 
dengan sebelum operasi dan tidak berubah dari segi hukum. Menurut 
Mahmud Syaltut, dari segi waris seorang wanita yang melakukan operasi 
penggantian kelamin menjadi pria tidak akan menerima bagian warisan pria 
(dua kali bagian wanita) demikian juga sebaliknya. 
Sementara operasi kelamin yang dilakukan pada seorang yang 
mengalami kelainan kelamin (misalnya berkelamin ganda) dengan tujuan 
tashih atau takmil (perbaikan atau penyempurnaan) dan sesuai dengan 
hukum akan membuat identitas dan status hukum orang tersebut menjadi 
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jelas. Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu 
bahwa jika selama ini penentuan hukum waris bagi orang yang berkelamin 
ganda (khuntsa) didasarkan atas indikasi atau kecenderungan sifat dan 
tingkah lakunya, maka setelah perbaikan kelamin menjadi pria atau wanita, 
hak waris dan status hukumnya menjadi lebih tegas. Dan menurutnya 
perbaikan dan penyempurnaan alat kelamin bagi khuntsa musykil sangat 
dianjurkan demi kejelasan status hukumnya.  
Pandangan islam yang membolehkan pergantian kelamin dengan 
syarat-syarat tersebut diatas merupakan salah satu rujukan hukum atas 
legalitas pergantian kelamin, meskipun di Indonesia itu sendiri belum ada 
aturan yang menyebutkan siapa saja yang boleh mengganti kelamin, 
sehingga isu transgender sangat marak didengar di Indonesia dimana dalam 
ajaran islam sangat dilarang bahkan akan mendapatkan laknat dari Allah 
SWT. 
Penderita kelamin ganda masuk dalam kategori orang yang 
dibolehkan untuk melakukan perubahan kelamin dalam penjelasan diatas. 
Penderita kelamin ganda tidak memilih untuk dilahirkan dalam kondisi 
sedemikian rupa, sehingga penderita kelamin ganda boleh untuk melakukan 
operasi perubahan kelamin atau dalam hal ini memperbaiki kelamin sesuai 
dengan anatomi tubuh bagian dalamnya.  
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Indonesia sebagai Negara hukum yang menjunjung tinggi 
terselenggaranya hak asasi manusia harusnya memberikan perlindungan 
bagi penderita kelamin ganda, sehingga penderita mampu mendapatkan 
haknya secara menyeluruh. Aturan yang tidak menyentuh penderita kelamin 
ganda sebelum melakukan pergantian kelamin membuat penderita 
menyamarkan statusnya dan terpaksa memilih jenis kelamin berdasarkan 
“pemaksaan” yang diberikan semenjak dia bayi. 
Tidak adanya pendampingan khusus bagi lembaga yang berwenang 
terhadap pelaksanaan hak asasi manusia menambah keresahan yang 
dirasakan oleh penderita kelamin ganda dalam menjalani kehidupan 
sosialnya. Masih banyak penderita kelamin ganda yang tidak mengetahui 
upaya apa yang harus mereka lakukan untuk memperoleh haknya sebagai 
Warga Negara Indonesia. 
Dalam pandangan islam, tidak dibolehkan untuk mengganti kelamin 
tanpa adanya alasan-alasan tersebut diatas, salah satunya ialah mengalami 
kelainan genetika yang menyebabkan terjadinya kelainan pada kelamin yakni 
kelamin ganda. Hal ini perlu dipertegas melalui peraturan perundang-
undangan karena jika kita berpatok kepada undang-undang administrasi 
kependudukan yang hanya mengisyaratkan perubahan administrasi, namun 
hal ini dapat menjadi patokan bagi pelaku transgender untuk memperoleh 
legitimasi dalam hal perubahan jenis kelamin. 
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Penderita kelamin ganda juga manusia yang diakui haknya oleh 
Negara, tanpa adanya perlindungan dan pendampingan terhadap penderita 
kelamin ganda, tidak bisa kita pungkiri akan terjadi tindakan diskriminasi di 
lingkungan sosial sang penderita kelamin ganda yang menyebabkan 
terkendalanya penderita untuk mendapatkan haknya sebagai manusia 
Negara pun harus hadir dalam menjawab permasalahan-
permasalahan yang terjadi dan akan terjadi jikalau tidak memberikan aturan 
khusus mengenai pergantian kelamin. Perlindungan hukum dan 
pendampingan khusus untuk para penderita kelamin ganda sangat 
diperlukan agar nantinya penderita kelamin ganda mampu mendapatkan 
haknya sebagai warga Negara dan setelah adanya penetapan dari pendailan 
negeri penderita dapat menjalankan, mempertahankan hidup dan 
kehidupannya dengan layak. 
B. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Dalam Penetapan 
Warga Negara Indonesia Berkelamin Ganda 
 
1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Dalam Menetapkan 
Perubahan Jenis Kelamin 
Penetapan perubahan jenis kelamin merupakan hal yang baru dalam 
sistem tata hukum di Indonesia, perubahan jenis kelamin itu sendiri belum 
memiliki payung hukum yang jelas sehingga dalam menafsirkan hukum 
perubahan jenis kelamin, hakim memerlukan penemuan hukum dalam 
menggali hukum yang telah ada di Indonesia itu sendiri sebagai dasar 
mengeluarkan suatu penetapan perubahan jenis kelamin. 
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Penuman hukum itu sendiri erat kaitannya dengan asas ius curia 
novit72 atau asas iura novit curia73 yang berarti court knows the law. Asas ini 
menyatakan bahwa setiap hakim dianggap mengetahui hukum dari perkara 
yang sedang diperiksa dan diadilinya. Berdasarkan asas ini, hakim tidak 
diperkenankan untuk menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya 
dengan dalih belum atau tidak ada hukum atau undang-undang yang 
mengaturnya.74 
Dalam mengadili suatu perkara hakim wajib mengetahui dengan jelas 
fakta-fakta yang ditemukan atau terungkap dalam persidangan. Setelah fakta 
tersebut terungkap, maka hakim akan menemukan hukumnya.75 Proses ini 
dalam bahasa hukum dikenal dengan proses mengkonstatir, mengkualifisir 
dan mengkonstituir. Proses menemukan hukum oleh hakim dapat dilakukan 
dengan mencari ketentuan dalam perundang-undangan, sumber hukum tidak 
tertulis (the living law), yurisprudensi, traktat, dan doktrin ilmu pengetahuan. 
Implementasi dari pernyataan Oliver Wendell Helmes tersebut tergambar dari 
upaya maksimal dari para hakim dalam upaya mendayagunakan segala 
potensi yang dimilikinya dalam menganalisis, menggali, dan memahami 
                                                          
72 Achmad Ali & Wiwie Heryani, Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata, (Jakarta : Kencana, 
2012) Hal 63. 
 
74 M. Natsir Asnawi, Op.Cit, Hal19. 
75 Ibid 
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sumber-sumber hukum yang ada serta mengaitkannya dengan tujuan hukum, 
yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.76 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 
khususnya Pasal 28 (1) yang berbunyi hakim wajib menggali, mengikuti dan 
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 
Dalam kaitannya dengan penetapan perubahan jenis kelamin yang terjadi 
dipengadilan negeri Makassar dengan keluarnya penetapan Nomor 
176/Pdt.p/2014/Pn Makassar, hakim dalam hal ini menggunakan penemuan 
hukum. 
Berdasarkan kepada metode interpretasi (penafsiran), hakim dalam 
hal ini menggunakan metode interpretasi teleologis, interpretasi ekstensif dan 
interpretasi futuristik77. Penafsiran hakim sangat diperlukan dalam perkara 
perubahan jenis kelamin tersebut diatas karena sistem hukum Indonesia 
belum mengatur secara jelas tentang perubahan jenis kelamin. 
Disamping itu hakim juga melakukan terobosan hukum, dimana 
terobosan hukum itu sendiri adalah upaya hakim dalam menemukan 
dan/atau mengkonstruksi kaidah hukum baru melalui serangkaian kegiatan 
                                                          
76 M Natsir Asnawi, Hermeneutika Putusan Hakim : Pendekatan Multidisipliner dalam 
Memahami Putusan Peradilan Perdata, ( Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014) Hal 18 
        77 Ibid, Hal 21-23. 
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penafsiran (interpretasi) atau kegiatan pembentukan hukum lainnya 
(rechtschepping, law making) terhadap sengketa yang sedang diadili.78 
Meurut penulis, dalam perkara penetapan pergantian jenis kelamin 
yang terjadi di pengadilan negeri Makassar, apa yang dilakukan oleh hakim 
pada dasarnya dapat menjangkau pembentukan asas baru, dimana 
perubahan jenis kelamin belum memiliki aturan yang jelas sehingga untuk 
memenuhi tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan kepada 
SW, maka hakim dalam hal ini mengabulkan permohonan SW dalam 
melakukan pergantian jenis kelamin. 
Selain interpretasi (penafsiran) yang dilakuan oleh hakim, antara lain 
menafsirkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor  39 Tahun 1999  
tentang Hak Asasi Manusia menentukan “setiap orang berhak atas 
pengakuan jaminan, perlindungan, dan pengakuan hukum yang adil serta 
mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum” Pasal 
17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
menentukan bahwa “setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk 
memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan 
gugatan baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi, serta 
diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai 
dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim 
yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. 
                                                          
        78 Natsir Asnawi,Ibid, Hal.140. 
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Hakim dalam hal ini juga melihat nilai-nilai yang terkandung didalam 
masyarakat Makassar, nilai-nilai yang terkandung didalam masyarakat ini 
dapat dikatakan sebagai hukum yang tidak tertulis (the living law). 
Hakim dalam menetapkan pergantian atau peralihan jenis kelamin 
juga melihat dari sisi medis sesuai dengan keterangan ahli, bahwa ditemukan 
ada 2 (dua) testis, tetapi penisnya pada saat itu masih kecil dan lobang 
kencingnya berada dibawah seperti perempuan. Kemudian dilakukan 
pemeriksaan kromosom dan ditemukan kromosom SW 46, XY artinya 
berjenis kelamin laki-laki, sedangkan jika berjenis kelamin perempuan 
kromosom seharusnya 46 XX, selanjutnya ketika SW berusia 15 (lima belas) 
tahun dilakukan pemeriksaan hormon testesteron disebabkan karena pada 
usia tersebut adalah usia pubertas. 
Salah satu penafsiran yang dilakukan oleh hakim dalam menangani 
perkara pergantian kelamin di pengadilan negeri Makassar adalah dari 
pandangan agama islam, dimana merupakan agama yang dianut oleh SW 
dan merupakan agama mayoritas yang hidup didalam masyarakat Makassar 
yang tentunya mempengaruhi pandangan masyarakat Makassar dalam 
menilai atau menghukumi sesuatu. 
Dalam himpunan keputusan musyawarah nasional VIII Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) menentukan pergantian alat kelamin laki-laki ke perempuan 
ataupun sebaliknya dengan sengaja hukumnya haram. Hukum yang sama 
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juga berlaku nagi jasa penyedia operasi pergantian kelamin. Karena itu bila 
operasi tetap dilakukan maka status jenis kelaminnya tidak berubah, ia tetap 
dihukumi dengan status awal sebelum operasi. 
Berbeda halnya dengan hukum penyempurnaan kelamin, 
menyempurnakan alat kelamin bagi seseorang yang fungsi alat kelamin laki-
lakinya lebih dominan atau sebaliknya melalui operasi, hukumnya boleh. 
Demikian halnya dengan jasa operasi, hukumnya dibolehkan. 
Selain pertimbangan yuridis, medis dan agama, hakim dalam 
menetapkan pergantian kelamin juga mempertimbangkan aspek psikologi 
dari SW. berdasarkan keterangan SW dalam persidangan, SW lebih 
cenderung nyaman dengan kondisi laki-laki, justru sebaliknya dalam kondisi 
perempuan SW tidak merasa nyaman, SW menggunakan hijab hanya karena 
mengikuti hukum tidak tertulis yang ada didalam masyarakat. 
Berdasarkan keterangan ahli psikolog, bahwa analisis ahli atas 
pemeriksaan psikologis terhadap SW adalah keraguan terhadap gendernya, 
adanya perbedaan fisik, atau norma sosial dan SW mengarah ke arah gender 
laki-laki dan pemohon mengalami tekanan sosial menjalani kehidupan 
sebagai perempuan. Secara sosial faktor emosi berdampak pada 
penyesuaian sosial, SW mengalami kesulitan pada awalnya, tetapi SW 
mempunyai potensi yang baik, mempunyai potensi terhadap orang lain, SW 
peduli terhadap orang tua, sehingga lingkungan bisa menerimanya dan efek 
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kedepan jika SW tetap dengan keadaan sekarang dan nantinya adalah jika 
SW tidak melakukan perubahan statusnya maka akan mengalami tekanan 
psikologis yang jauh lebih berat dari sebelumnnya. Oleh karena itu, untuk 
merubah situasi yang lebih nyaman tidak terjadi karena tidak dilakukannya 
perubahan status tersebut dan banyak harapan yang bisa terwujud, punya 
etos kerja yang baik, bisa dilakukan kea rah positif dan selama ini SW 
merasa terpenjara dengan statusnya dan ketika dibebaskan potensi SW bisa 
lebih berkembang. 
Hal ini juga dibenarkan oleh keterangan ahli dalam persidangan yang 
mengatakan bahwa SW lebih memiliki sifat kelaki-lakian dibandingkan 
dengan perempuan, disamping itu pengaruh lingkungan yang mempengaruhi 
karakter gender yang dimiliki oleh SW sehingga SW berperilaku layaknya 
perempuan, hal ini justru berpengaruh terhadap kondisi psikologi yang 
dialami oleh SW. 
2. Penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 176/Pdt.P/2014/Pn 
Makassar 
Satu-satunya solusi yang diberikan untuk para penderita kelamin 
ganda adalah dengan melakukan upaya medis, upaya medis yang dilakukan 
dengan cara melakukan peralihan jenis kelamin atau perubahan jenis 
kelamin. Upaya medis yang dilakukan tentunya berdampak pula secara 
hukum bagi penderita kelamin ganda, terlebih dalam urusan administrasi dan 
untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai jenis kelaminnya. 
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Kasus kelamin ganda yang melakukan upaya untuk mendapatkan 
kepastian hukum dengan cara melakukan peralihan jenis kelamin atau 
perubahan jenis kelamin dan mendaftarkan diri ke pengadilan negeri untuk 
ditetapkan jenis kelaminnya beberapa terjadi di Indonesia, salah satu 
contohnya yang terjadi di Makassar. 
Kasus yang didaftarkan pada tahun 2014 ini merupakan kasus 
pertama yang ditangani oleh pengadilan negeri Makassar. Kasus ini akhirnya 
ditetapkan dengan nomor penetapan No. 176/Pdt.P/2014/PN Makassar. 
Dimana sebelumnya didaftarkan oleh SW penderita kelamin ganda berumur 
23 Tahun yang identitas sebelumnya adalah perempuan. Dengan 
perkembangan fisik yang tidak berkembang selayaknya perempuan pada 
umumnya, SW kemudian memeriksakan diri pada Dokter ahli sehingga dia 
mengatahui bahwa dia sebenanrnya adalah seorang laki-laki. 
Muhammad Damis yang merupakan hakim ketua dalam permohonan 
ini mengatakan bahwa permohonan pemohon dikabulkan karena dari hasil 
keterangan psikolog, terungkap potensi pemohon akan lebih berkembang 
dengan statusnya sebagai laki-laki, selain itu alasan agama pun 
diperbolehkan kecuali dengan alasan nafsu.79 
Berdasarkan pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa setiap orang berhak atas 
                                                          
     79  Wawancara dilakukan kepada hakim Pengadilan Negeri Makassar Muhammad Damis 
dilakukan pada hari Jum’at  4 September 2015 di Pengadilan Negeri Makassar. 
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pengakuan jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta 
mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum, dan 
pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia tersebut menguraikan bahwa setiap orang tanpa diskriminasi, 
berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, 
pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun 
administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak 
memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang 
obyektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil 
dan benar 
Atas dasar penetapan tersebut, SW dapat merubah identitas yang 
sudah ada sebelumnya bahwa dia adalah seorang perempuan menjadi laki-
laki dengan memperlihatkan kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini 
pejabat administrasi kependudukan sesuai dengan Undang-Undang 
Administrasi Kependudukan. 
Berdasarkan keterangan dari saksi ahli yang penulis dapatkan dalam 
berita acara persidangan dengan penetapan Nomor 176/Pdt.p/2014/PN Mks. 
Ahli menjelaskan bahwa SW dilahirkan di Rumah Sakit Fatimah Makassar 
berjenis kelamin perempuan, ketika SW berusia 11 tahun terjadi perubahan 
bentuk fisik kelamin pada penderita, muncul biji kemaluan laki-laki di bagian 
kelamin SW. 
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Ahli yang memeriksa kondisi SW saat itu merekomendasikan kepada 
orang tua SW untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan fisik pada usia 15 tahun, 
dengan pertimbangan bahwa SW telah mengalami masa pubertas. Setelah 
empat tahun, kembali dilakukan pemeriksaan yang hasilnya semakin 
menguatkan bahwa SW sebagai laki-laki. Ahli juga menemukan peningkatan 
hormon testoteron80 pada tubuh SW. Penelitian juga dilakukan pada jumlah 
kromosom. Terdapat 23 kromosom, dan hanya ada 1 (satu) yang berjenis 
XY. Dimana ahli menyimpulkan bahwa SW adalah laki-laki. 
Temuan lain adalah buah dada SW ternyata tidak tumbuh, tidak 
mengalami menstruasi dan terjadi perubahan suara yang cenderung 
mengarah pada suara laki-laki. Ahli juga menemukan tumbuhnya kelamin 
laki-laki sepnjang 6 centimeter. 
 
 
 
 
 
 
                                                          
     80 Hormon testosterone adalah salah satu jenis hormon yang ada pada pria yang 
berkaitan langsung dengan fungsi reproduksi dan seksualitas. Diakses melalui 
http://www.seksualitas.net/manfaat-hormon-testosteron.htm pada 28 September 2015. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Perlindungan hukum perubahan jenis kelamin bagi penderita kelamin 
ganda didasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan hanya bersifat perbaikan 
administratif, sehingga perubahan jenis kelamin yang dilakukan oleh 
penderita kelamin ganda harus mendapatkan penetapan sebelumnya 
melalui pengadilan negeri. Pada kenyataannya penolong kelahiran 
yang tidak memberikan informasi yang sebenarnya terhadap kondisi 
bayi kepada orang tua dalam menetapkan jenis kelamin bayi tidak 
memperhatikan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang 
Tenaga Kesehatan yang mengatur akan hak dan kewajiban pasien 
namun jika tidak dilakukan penetapan jenis kelamin pada bayi dengan 
segera maka hak anak yang diatur dalam , Undang-Undang No. 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bisa tidak berjalan dengan 
efektif. Sehingga akan berdampak pada tumbuh kembang dan 
pemenuhan hak asasi penderita kelamin ganda 
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2. Hakim pengadilan negeri Makassar melakukan terobosan hukum 
dalam menetapkan status kelamin SW yang tadinya perempuan 
menjadi laki-laki, dimana terobosan ini dilakukan karena belum ada 
aturan yang jelas tentang perubahan jenis kelamin, pertimbangan 
hakim pengadilan negeri Makassar berdasar kepada perspektif Hak 
Asasi Manusia pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, kondisi fisik sesuai 
dengan pemeriksaan medis, pandangan agama yang dianut oleh SW 
yaitu islam, dimana dalam Himpunan Keputusan Musyawarah 
Nasional VIII Majelis Ulama Indonesia (MUI) menentukan pergantian 
kelamin dari laki-laki keperempuan atau sebaliknya hukumnya ialah 
haram, berbeda dengan penyempurnaan jenis kelamin. Negara 
sebagai alat untuk memenuhi hak-hak asasi manusia tentunya harus 
hadir untuk menanggapi persoalan kelamin ganda ini, disamping itu 
Indonesia sebagai Negara yang berpenduduk bukan hanya muslim 
perlu memperhatikan pandangan agama lain dalam menjawab 
fenomena perubahan jenis kelamin. 
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B. Saran 
Dalam rangka terselenggaranya pemenuhan hak-hak asasi manusia di 
Indonesia dan adanya kepastian hukum bagi penderita kelamin ganda 
yang melakukan perubahan jenis kelaminnya maka penulis menyarankan 
dua hal, yaitu: 
1. Adanya aturan khusus tentang perubahan jenis kelamin yang jelas 
baik itu tentang warga Negara yang berhak untuk melakukan 
perubahan jenis kelamin, perlindungan dan pendampingan khusus 
oleh lembaga yang berwenang bagi penderita kelamin ganda yang 
belum mampu melakukan upaya medis agar tidak terjadi disparitas 
penetapan yang diberikan oleh hakim menyangkut perubahan jenis 
kelamin. 
2. Adanya aturan penangguhan penentuan jenis kelamin pada penderita 
kelamin ganda yang baru lahir dan ditentukan setelah penderita 
melakukan upaya medis dalam menetapkan jenis kelamin penderita. 
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